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PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA WI-FI ARSYAD.NET
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Wi-Fi Arsyad.net di Desa Pancasan, Ajibarang, Banyumas)
ABSTRAK

Dewi Suryani
NIM. 2017301028

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pentingnya akses internet dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat,
yang menuntut penyedia layanan internet untuk memberikan layanan berkualitas
serta perlindungan hukum bagi konsumennya. Perlindungan hukum konsumen ber-
fungsi untuk melindungi subjek hukum dari pelanggaran hak mereka melalui tinda-
kan pencegahan maupun penindakan. Perlindungan hukum bertujuan untuk me-
mastikan masyarakat memiliki keadilan, ketertiban, kepastian hukum, keuntungan
yang adil dan kedamaian. Dalam Islam, konsep 7jarah dan khiyardigunakan sebagai
landasan perlindungan hak konsumen untuk memastikan keadilan dan kemasla-
hatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap
konsumen pengguna Wi-Fi Arsyad.net di Desa Pancasan, Ajibarang, Banyumas
dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) vyaitu
penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi
penelitian dan dengan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam
penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan
dengan satu pemilik Arsyad.net, dan tujuh pengguna Wi-Fi Arsyad.net. Sedangkan
sumber data sekundernya berasal dari literatur-literatur yang relevan sesuai dengan
judul penelitian. Kemudian metode analisis data yang digunakan yaitu bersifat
deskriptif kualitatif meliputi penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap kon-
sumen pengguna layanan Wi-Fi Arsyad.net di Desa Pancasan, Ajibarang,
Banyumas belum sepenuhnya terpenuhi. Terdapat kelemahan seperti perjanjian
layanan yang hanya dilakukan secara lisan, lambatnya penanganan keluhan teknis,
serta kompensasi yang tidak konsisten. Meskipun Arsyad.net memberikan fleksi-
bilitas pembayaran tanpa denda dan menawarkan kompensasi, upaya tersebut masih
perlu ditingkatkan. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan konsumen diana-
lisis melalui konsep ijarah dan khiyar. Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan
Wi-Fi Arsyad.net telah berusaha mengimplementasikan prinsip ijarah dalam
hukum Islam, di mana manfaat layanan (akses internet) menjadi objek akad, se-
dangkan biaya langganan merupakan imbalan yang wajib dibayarkan oleh kon-
sumen. Arsyad.net telah mengupayakan implementasi prinsip 7jarah dan khiyar,
tetapi kualitas layanan dan pemberian kompensasi masih memerlukan perbaikan
agar sesuai dengan hukum Islam dan memenuhi hak-hak konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Wi-Fi Arsyad.net, Hukum Islam, Zjarah,
Khiyar
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal
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\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
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z Jim J Je
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D Ra R Er
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4 Kaf K Ka
Lam L El
e Mim M Em
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o Ha’ H Ha
J Lam alif L La
. Hamzah " Apostrof
< Ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap
3 Ditulis ‘iddah
C. Ta Marbutah di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis H
EOLEN Ditulis Hikmah L Ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak dapat diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalan Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).
1. Bila diikuti dengan kata sandang “al/” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.

sLl ¥ dal_S Ditulis Karamah al-auliya

2. Bila ta”marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau aksrah atau
dammabh ditulis dengan t

hill 385 Ditulis Zakat al-fitr
D. Vokal Pendek
Fathah Ditulis A
Kasrah Ditulis I
Dammah Ditulis U




E. Vokal Panjang
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H. Kata Sidang Alif +Lam
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ol Ditulis Al-giyas
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elanddl Ditulis As-sama’
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Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

U Al 5 Ditulis Zawi al-furid




KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur penulis haturkan kepada

Allah SWT vyang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya.

Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senan-

tiasa dinantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti. Dengan selesainya skripsi

yang berjudul “Perlindungan Konsumen Pengguna Wi-Fi Arsyad.Net Perspektif

Hukum Islam (Studi Kasus Wi-Fi Arsyad.Net di Desa Pancasan, Ajibarang,

Banyumas)” Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang

senantiasa memberikan doa, dukungan, arahan dan dorongan kepada penulis.

Dengan ini penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1.

2.

Prof. Dr. Ridwan. M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto.

Dr. H. Igbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan | Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan Il Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifud-
din Zuhri Purwokerto.

Dr. Hariyanto, S.H.l., M.Hum. M.Pd. Wakil Dekan Il Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

M. Wildan Humaidi, M.H. Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum. Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Sya-

riah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Xi



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ainul Yagin, M.Sy, Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku dosen pembimbing saya yang telah
dengan sabar, bijaksana, dan penuh perhatian memberikan arahan, masukan,
serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.

Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifud-
din Zuhri Purwokerto.

Kepala Perpustakaan beserta Staf Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto.

Kedua orang tua saya, Bapak Dakhirin dan Ibu Istiarini yang selalu menjadi
sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup saya. Terima kasih atas
doa, dukungan, serta kasih sayang yang tak pernah henti.

Kakak tercinta Aji Pangestu, Khofidah Alfin Nisa dan adik tercinta Qori
Agustin, Arsy Azahra, serta keponakanku Elzan Annuril Khai yang selalu
memberikan semangat dan dukungan, baik secara moril maupun materiil, di
setiap langkah saya.

Kepada Eko Dharmesta Sidhi, yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap
perjuangan saya. Terima kasih atas pengertian, doa, dan dukungan yang tulus
selama ini.

Kepada teman-teman tersayang, Faiza Larasati, Nanda Mirza Putri, Nurfi-
yatun, Salsabila ‘Azmi yang senantiasa menemani perjalanan saya dengan

tawa, cerita, serta motivasi yang tak ternilai harganya.

Xii



16. Segenap keluarga besar MuHun Plus yang senantiasa memberikan motivasi
dan dukungan dalam berbagai bentuk, sehingga saya dapat menyelesaikan tu-
gas ini dengan baik.

17. Serta semua pihak yang memberikan bantuan, semangat dan doa kepada penu-

lis namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Purwokerto, 30 Desember 2024

Penulis

|

Dewi Suryani
NIM. 201730108

Xiii



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...t I
PERNYATAAN KEASLIAN ... I
PENGESAHAN ... i
NOTA DINAS PEMBIMBING.........ooiiee e v
IMIOTT O ettt bt et be e e e e e nbe e e neesneeeneen %
PERSEMBAHAN. ... .ot Vi
ABSTRAK ..o e vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA ................. viii
KATA PENGANTAR ..ttt anaeennee s Xi
DAFTAR 1SR, . 0 0 G S ... Xiv
BAB 1 PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang Masalah..............ccccoeieiiiiiiiiiicecceeeeeee e 1
B. Rumusan Masalah .............c..coooiiiiiiiiiiieiee e 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............ccoccoeveriiiiiiiieiieieieeceeeee e, 8
D. Kajian PUSLAKA.........ceoiiieieeeiciiececce ettt 10
E. Kerangka TEONTIK .......cc.ocieiieiiciieieeeeeeeeeeeeee e 13
1. Perlindungan KONSUMEN ........cceveecieriieeeiiseeetesteesetesreeaesreereese e snsesseseeenaenns 13

De ALAH oo s ettt es e 15

3. KAUVAL oot 15
BAB Il KAJIAN TEORI .....ooiii s 19
A, Perlindungan KONSUMEN ..........ccuioiiiieiiieieeieeieeee ettt 19
1. Definisi Perlindungan KONSUMEN .........c.cciiieiiriieierie e 19

Xiv



2. Hak dan Kewajiban Konsumen Dalam Hukum Islam dan UUPK.................... 20

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Menurut UUPK .........c.ccoeevrivieienenienne 24
4.  Asas Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam dan UUPK ..................... 26
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hukum Islam dan UUPK.................... 30
B KAIYAL ..ot 33
L. DfiNiST KAIVAL ....eoeueeeiaiiieiesieesest ettt st 33

2. Dasar HUKUM KALVAL .........ccoviriririeiieieieisesese ettt 34

3. MaCaAM-MACAM KAZVAL......c.ccerueieiriieiiniesieneisieseeiete ettt 35

4. Syarat-Syarat KAIYAL........ccceccemieieesesieeiineeitesieseeite e seee e sie et sie e eneesaeeeenees 40

S0 TUJUAN KAIYAC ..ottt sttt ettt be et et et e tesbeeneeee 40

C. Djarah... e . U . TOSSE . WES— . . SO ................. 42
L. DEfINiST JJAIAA ... oottt sttt st 42

2. Dasar HUKUM JJAral......ccccocoiviiiiiiiiieiiiiiiiiiiieiei et 43

3. Rukun dan SYarat Jfarall...........cc.ccecuiceeeesuisieesiesieeeesiesciensesseessessesseessessesseensens 44

4. Pembatalan dan Berakhirnya Jjaraf.........c.c..cccciveevesiesceesiesieeeneeceeseseecneees 45
BAB Il METODE PENELITIAN ..ot 47
A, JENiS PeNEIITIAN . ...c.iiiiiiiee e 47
B. Pendekatan Penelitian .............ccoouiieriiiiiiieieeieeeceeee e 47
C. LOKaSi PENEIITIAN ..o 48
D. Subjek dan Objek Penelitian ............cccovvieoiieienieiicieeeeeeeee e 48
1. SUDJEK PENEIITIAN ..o 48

2. ODjJEK PENEIITIAN......c.eceeieciiceeee ettt 49
E. SUMDEI Data.......cooiiiiiiiiieiecec e 49
1. Data PrIMEN ..ot 49

2. DAt SEKUNGEY .....c.oiveiiieiiteeicetcte ettt 50

XV



F.  Metode Pengumpulan Data............c.ccoveevieiiieieerieiiieieceeieeeeeieeee e 50

L. OBSEIVASI....ccviieiiiciiicittc ettt 50

2. WAWEANCEAIA.....eeitiriieienieeiesie ettt ettt sttt e b s en e b s e st e smeene s 52

3. DOKUMENTASE ...cveveiieiesiesteieteetee sttt 53

G. Teknik ANaliSis Data........cccoeoveuiriniiiiinieieeee e 54
L. ANALISIS DALttt 55

2. REAUKSI DALA......ccertiriiriiriiieieieeee ettt 55

3. Penyajian DAt .....c.cccviveeeieiiieieeieeeeeeteeee ettt reeraenae 56

4. Verifikasi/Penarikan KeSimpulan ...........ccccoeeieveiieiieneciece e 56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.......ccccocoiiiiiiiieiienns 58
A. Hasil Observasi Arsyad.Net..............coeeieviieieeiieiie et 58

B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Wi-Fi

Arsyad. Netimmm, .S, 0 i f B o S % W0 . DR 66
C. Analisis Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam...................... 75
BAB V PENUTUP ... ..o 86
AL KESIMPUIAN ..o 86
B. Saran............ SR - L bl ......................... 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

XVi



BAB 1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini mengalami kemajuan teknologi di era globalisasi.
Penggunaan teknologi ini telah mendorong perdagangan dan pertumbuhan
ekonomi dengan cepat. Salah satunya karena perkembangan teknologi digital
berbasis internet.! Perkembangan teknologi digital berbasis internet membuat
internet sangat penting untuk berbagai aspek kehidupan manusia. Konsumen
kini dapat mengakses barang dan jasa dari seluruh dunia dengan mudah melalui
platform digital.

Kehadiran Wi-Fi menjadi faktor penting dalam peningkatan
kesejahteraan sosial dan ekonomi secara global. Karena akses yang luas dan
mudah, orang dapat dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan,
informasi, dan kesempatan ekonomi yang sebelumnya sulit diakses. Praktik
bisnis yang mengabaikan kesejahteraan konsumen atau berdampak negatif
pada masyarakat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena
prinsip maslahah (kesejahteraan umum) mendorong pelaku usaha untuk

berkontribusi positif terhadap kesejahteraan konsumen dan masyarakat luas.?

LYanci Libria Fista, dkk. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce
Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Binamulia Hukum, Vol 12 No 1,
hlm 177-189. Diakses dari https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/599

2 Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang
Nomor 8 Tahun 19997, Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur, 2015, HIm
3. Diakses dari https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalius/article/download/267/237



Dalam mendukung kesejahteraan ini, sistem perlindungan hukum
berperan penting. Subjek hukum dilindungi dari pelanggaran hak mereka me-
lalui upaya pencegahan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dilakukan
untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki keadilan, ketertiban, kepastian
hukum, keuntungan yang seimbang, dan kedamaian. Ini dicapai dengan
menetapkan aturan yang jelas untuk memastikan bahwa ini dilakukan dengan
benar. Hukuman membantu orang berinteraksi dengan aman dan adil dan me-
nyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil. Oleh karena itu, perlindungan
hukum adalah bagian penting dari sistem hukum yang berfungsi untuk
melindungi hak-hak individu.?

Di Indonesia, hak-hak konsumen dilindungi melalui Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini
berfungsi sebagai payung hukum bagi berbagai peraturan lain yang mengatur
hak konsumen guna memperkuat pelaksanaan perlindungan konsumen. Dalam
undang-undang tersebut konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, kea-
manan, perlindungan keselamatan, kebebasan memilih, informasi yang jelas,
serta hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan. Undang-undang ini ber-
tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan konsumen
serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang me-

rugikan dan tidak bertanggung jawab.*

3 Tampubolon, W. S. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang
Undang Perlindungan Konsumen”. Jurnal limiah Advokasi, Vol 4 No 1, 2016, him. 53. Diakses dari
https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/356

4 Akhmad Khumedi Ja’Far. "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis Is-
lam." Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, vol. 6, no. 1, Jan. 2014. him 103. Diakses dari



Perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi dapat
mendukung berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pemanfaatannya dalam
bisnis, salah satunya adalah kegiatan sewa menyewa yang dalam Islam dikenal
sebagai Jijarah. Ijarah merupakan perjanjian yang memindahkan hak
penggunaan (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu
tertentu dengan membayar sewa atau upah, tanpa mengubah kepemilikan
barang tersebut. Akibatnya, dalam akad 7jarah tidak terjadi perubahan
kepemilikan, hanya pemindahan hak penggunaan dari pemilik kepada
penyewa. Tujuan akad sjarah adalah untuk memberikan kemudahan bagi
pelanggan yang ingin memanfaatkan barang yang disewa dengan membayar
secara tangguh. Oleh sebab itu, pelaku usaha harus menyediakan fasilitas yang
sesuai, menjaga kualitas, dan meningkatkan layanan mereka untuk
memperkuat kepercayaan pelanggan.®

Dalam hukum Islam, konsumen berhak memutuskan untuk
melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli (kAiyar) jika tidak sesuai
dengan kesepakatan. Dengan hak khiyar ini, Islam memungkinkan produsen
dan konsumen untuk mempertahankan hak-hak mereka sebelum melanjutkan
akad atau perjanjian.® Konsep khiyar dalam konteks perlindungan konsumen,

dapat digambarkan sebagai salah satu upaya dalam hukum Islam yang

https://www.neliti.com/id/publications/177635/perlindungan-konsumen-dalam-perspektif-hukum-
bisnis-islam

5 Rahman Agustian, “Persewaan Internet dengan system zmart billing Perspektif Hukum
Islam”, Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol.6 No.l, 2016. Diakses dari
https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/371

® Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang
Nomor 8 Tahun 19997, Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur, 2015. Di-
akses dari https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalius/article/download/267/237



bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen serta memperkuat posisi
mereka karena konsumen diberi kebebasan untuk melanjutkan atau
membatalkan perjanjian sesuai dengan ketentuan syar'i Teori khiyar dapat
digunakan sebagai bentuk perlindungan konsumen jika layanan yang diterima
tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penyedia barang atau jasa.

Dalam hal perlindungan konsumen, konsep kAiyardalam hukum islam
pada bidang muamalah dapat dipahami sebagai langkah untuk melindungi hak
konsumen, baik dalam meneruskan maupun membatalkan perjanjian jual beli
berdasarkan situasi tertentu. Dengan adanya konsep k#iyar, konsumen merasa
lebih aman saat bertransaksi jual beli karena mereka dilindungi dari
kemungkinan buruk yang tidak diinginkan.’

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan akses internet, banyak
penyedia layanan internet bermunculan termasuk Arsyad.net, penyedia
layanan Wi-Fi lokal yang beroperasi di Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang.®
Dalam menjalankan usahanya Arsyad.net bekerja sama dengan PT Telkom
Indonesa. Sebagai pengguna layanan Wi-Fi, konsumen tentu mengharapkan
kualitas layanan yang memadai serta jaminan keamanan dalam
penggunaannya. Namun, seperti halnya dalam industri layanan lainnya, potensi
permasalahan dalam penyediaan layanan internet juga dapat muncul, baik dari

segi teknis maupun dari hak-hak konsumen.

7 Fauzan Hanafi, “Penerapan Konsep Khiyar dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen
Transaksi Jual Beli Online”, IAIN Ternate An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan VVolume:
14 Nomor: 02 Edisi Desember 2020, hlm 96. Diakses dari https://journal.iain-
ternate.ac.id/index.php/annizam/article/view/316

8 Khoerulloh (Pemilik Arsyad.net), Wawancara Pendahuluan pada 16 September 2024



Arsyad.net menawarkan beragam pilihan paket internet dengan harga
dan kapasitas pengguna yang berbeda. Arsyad.net menerapkan kebijakan yang
menyatakan bahwa pelanggan tidak akan dikenakan denda jika terlambat
membayar, tetapi layanan Wi-Fi akan dinonaktifkan sementara hingga
pembayaran dilakukan. Namun, jika terjadi gangguan teknis yang berlangsung
antara 4 hingga 7 hari, pelanggan berhak mendapatkan kompensasi. Pengaduan
masalah dapat diajukan melalui WhatsApp, namun penanganan teknis sering
kali lambat karena teknisi masih bekerja sama dengan PT Telkom dan tidak
dapat ditangani sepenuhnya oleh pihak Arsyad.net.® Perjanjian yang dilakukan
untuk berlangganan di Arsyad.net dilakukan secara lisan tanpa adanya perjan-
jian tertulis. Perjanjian yang disampaikan pihak Arsyad.net terkait dengan ke-
cepatan internet yang didapatkan, kapasitas pengguna Wi-Fi nya, dan biaya
yang harus dibayarkan. Saat ini Arsyad.net telah memiliki 20 pelanggan, di
mana pelanggan tersebut masih dilingkup Desa Pancasan. Pihak Arsyad.net
menyatakan telah membuat kebijakan yang memperhatikan hak-hak kon-
sumen.!® Namun, banyak pelanggan yang mengaku kecewa dengan layanan
yang diberikan.

Dalam penelitian ini, konsep khiyar dan jjarah digunakan sebagali
pendekatan dalam perspektif hukum Islam untuk melindungi hak-hak
konsumen pengguna layanan Wi-Fi Arsyad.net di Desa Pancasan. Konsep

ijarahmerujuk pada akad sewa-menyewa di mana penyedia layanan Arsyad.net

® Khoerulloh (Pemilik Arsyad.net), Wawancara Pendahuluan pada 16 September 2024
10 Khoerulloh (Pemilik Arsyad.net), Wawancara Pendahuluan pada 16 September 2024



memberikan manfaat akses Wi-Fi tanpa memindahkan kepemilikan kepada
konsumen. Sementara itu, konsep kAiyar memberikan hak bagi konsumen un-
tuk memutuskan melanjutkan atau membatalkan akad jika layanan yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal. Hak k#Aiyar melindungi kon-
sumen dari ketidakpuasan atau kerugian yang mungkin timbul akibat kualitas
layanan yang tidak stabil atau tidak sesuai harapan. Dalam hal perlindungan
konsumen pengguna Wi-Fi Arsyad.net, kAiyar memastikan bahwa konsumen
dapat mempertahankan haknya jika layanan tidak memenuhi ekspektasi, sep-
erti koneksi tidak stabil atau kualitas layanan yang menurun tanpa pemberita-
huan.!

Pada observasi pendahuluan, banyak pelanggan Arsyad.net merasa
kecewa dengan layanan yang diberikan, terutama terkait stabilitas dan ke-
cepatan internet yang sering kali tidak sesuai dengan paket yang dijanjikan.
Beberapa pelanggan melaporkan gangguan seperti koneksi yang sering terpu-
tus tiba-tiba, kecepatan internet yang tidak stabil, serta jangkauan sinyal Wi-Fi
yang tidak merata di area rumah mereka. Selain itu, keluhan mengenai lam-
batnya respon dalam menangani masalah teknis juga menjadi sumber
kekecewaan. Meskipun Arsyad.net telah menetapkan kebijakan untuk mem-
berikan kompensasi bagi pelanggan yang mengalami gangguan, ada konsumen

yang menyatakan tidak menerima kompensasi tersebut, meskipun gangguan

11 Fauzan Hanafi, “Penerapan Konsep Khiyardalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen
Transaksi Jual Beli Online”, IAIN Ternate An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Volume:
14 Nomor: 02 Edisi Desember 2020, him 96. Diakses dari https://journal.iain-
ternate.ac.id/index.php/annizam/article/view/316



berlangsung lebih dari waktu yang dijanjikan. Hal ini menimbulkan ketid-
akpuasan, mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap layanan Arsyad.net,
dan mempengaruhi pengalaman pengguna dalam mengakses internet.
Berdasarkan penuturan dari pengguna Wi-Fi Arsyad.net, mereka
mengklaim bahwa ada hak-hak yang tidak terpenuhi. Dengan mempertim-
bangkan pentingnya perlindungan hukum konsumen dalam menghadapi
gangguan internet dan ketidaksesuaian kualitas layanan pada pengguna Wi-Fi
Arsyad.net, ternyata hak perlidungan konsumen harus dipenuhi sesuai dengan
Undang-Undang dan sesuai dengan hukum islam. Karena menemukan adanya
hak-hak konsumen yang belum diterima dan mendatangkan kemudharatan bagi
konsumen. Oleh karena itu, latar belakang inilah yang mendorong penulis un-
tuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen Pengguna
Wi-Fi Arsyad.net Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wi-Fi Arsyad.net di

Desa Pancasan, Ajibarang, Banyumas)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka terdapat beberapa isu
pokok yang menjadi fokus kajian adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pada pengguna Wi-Fi
Arsyad.net di Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten
Banyumas?

2. Bagaimana pandangan hukum islam pada perlindungan hukum terhadap
konsumen pada pengguna Wi-Fi Arsyad.net di Desa Pancasan, Kecamatan

Ajibarang, Kabupaten Banyumas?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas
masalah yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

a. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pada
pengguna Wi-Fi Arsyad.net di Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang,
Kabupaten Banyumas

b. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam mengenai perlindungan
konsumen pada pengguna Wi-Fi Arsyad.net di Desa Pancasan, Keca-
matan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan menjelaskan pen-
erapan hukum Islam dalam melindungi konsumen agar hak-hak mereka
terpenuhi. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber data
dan memberikan wawasan untuk pengembangan penelitian di masa
mendatang.

b. Manfaat Praktis
1) Bagi Peneliti

a) Memperluas wawasan dan pemahaman peneliti tentang perlin-
dungan konsumen dalam layanan internet Wi-Fi dari perspek-
tif hukum Islam.

b) Mengembangkan keterampilan penelitian dan penulisan

ilmiah yang dapat berguna untuk penelitian lebih lanjut.



2) Bagi Pihak Arsyad.net

a) Arsyad.net dapat mengembangkan kebijakan internal yang
lebih baik dalam menangani keluhan dan sengketa konsumen,
sehingga operasional perusahaan menjadi lebih efisien dan
efektif.

b) Meningkatkan strategi pemasaran yang baik

3) Bagi Pengguna Arsyad.net

a) Menyediakan informasi yang jelas tentang hak-hak konsumen
menurut hukum Islam yang relevan dengan penggunaan
layanan Wi-Fi.

b) Meningkatkan kesadaran konsumen mengenai pentingnya
memilih penyedia layanan yang patuh terhadap prinsip-prinsip
hukum Islam dan melindungi hak-hak konsumen.

4) Bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah

a) Menambah referensi akademik yang berkualitas dan relevan
dengan bidang studi hukum ekonomi syariah, khususnya da-
lam hal perlindungan konsumen.

b) Memotivasi mahasiswa lain untuk melakukan penelitian se-
rupa yang mengkaji aspek-aspek hukum Islam dalam berbagai

bidang ekonomi dan teknologi.
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D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah tahap penelitian yang mencangkup pengum-

pulan, penilaian, dan analisis informasi dari berbagai sumber yang berhub-
ungan dengan topik penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pema-
haman mendalam tentang topik, mengidentifikasi kekurangan pengetahuan,
serta membangun landasan teori yang kuat sebagai dukungan bagi penelitian
tersebut.

Kajian pustaka dapat meningkatkan kualitas penelitian secara kese-
luruhan, karena itu sangat penting untuk penelitian. Kajian ini memberikan da-
sar yang kokoh untuk memastikan bahwa metode dan pendekatan yang
digunakan relevan dan sesuai dengan konteks penelitian, sehingga sangat pent-
ing bagi peneliti.*®

Dalam Pembahasan ini, penelitian yang berkaitan dengan perlindungan
konsumen terhadap pengguna Wi-Fi sudah banyak dilakukan. Tetapi penulis
perlu melakukan tinjauan mengenai hasil penelitian dengan penelitian yang
lain. Berdasarkan hasil tinjauan penulis, banyak penelitian terkait perlindungan
konsumen telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Penelitian-penelitian tersebut
berbentuk skripsi, buku, tesis, makalah, dan artikel. Oleh karena itu, penulis

akan menguraikan hasil tinjauan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

12 Widiarsa, “Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Ber-
dasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka”, Media Informasi Volume 28, No.1, Juni 2019. HIm
112

13 perdy Karuru, “Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian”, Jurnal Keguruan Dan
llmu Pendidikan, Vol 2, No 1, 2013. HIm 2
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Penelitian yang dilakukan oleh Putri Diyantri dari Fakultas Hukum Uni-
versitas Islam Riau Pekanbaru pada tahun 2020 berjudul “Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Indihome Atas Gangguan Jaringan Internet Ditinjau Dari
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi
Kasus PT. Telkom Indonesia Riau Witel)." Dalam penelitian ini, dibahas
mengenai perlindungan konsumen terhadap masalah gangguan internet dan
tantangan perlindungan hukum bagi konsumen. Kesamaan penelitian ini
dengan penelitian penulis terletak pada penekanan pada perlindungan hukum
bagi konsumen, sementara perbedaannya ada pada perspektif analisis yang
digunakan. Skripsi Putri Diyantri meneliti perlindungan hukum konsumen
dengan menekankan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlin-
dungan Konsumen, yang diterapkan dalam konteks gangguan jaringan Indi-
home di PT Telkom. Penelitian ini bersifat normatif dan berfokus pada regulasi
nasional. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis meneliti perlindungan
hukum konsumen pada Wi-Fi Arsyad.net melalui perspektif hukum islam. Lo-
kasi penelitian yang dilakukan juga berbeda, pada skripsi Putri Diyantri dil-
akukan di PT Telkom Indonesia Riau Witel sedangkan pada penelitian yang
dilakukan penulis di Arsyad.net yang berlokasi di Desa Pancasan, kecamatan
Ajibarang, Kabupaten Banyumas.'*

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Riasti Elsadira Koesnindar, dkk

dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Kenaikan Tagihan Akibat

14 Putri Diyantri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Atas Gangguan
Jaringan Internet Ditijau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Studi Kasus: PT Telkom Indonesia Riau Witel)”, Fakultas Hukum, Universtas Islam Riau, 2020
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Penambahan Kecepatan Internet Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Indi-
home” pada tahun 2022 (Universitas Diponegoro) membahas tentang perlin-
dungan konsumen berkaitan dengan penambahan biaya langganan oleh Indi-
home tanpa persetujuan pelanggan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan
penelitian sebelumnya yang juga berfokus pada perlindungan konsumen dalam
sektor layanan internet. Namun, ada perbedaan di antara keduanya, karena
penelitian sebelumnya menerapkan metode yuridis normatif, sedangkan
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.*®

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Wahyu Saputra dari
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram (2022) berjudul “Per-
lindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pemutusan Sepihak Layanan
Indihome Oleh PT Telkom Wilayah Selong”. Penelitian ini juga membahas
perlindungan hukum konsumen, namun lebih terfokus pada isu pemutusan
sepihak layanan Indihome di daerah Selong.'® Sementara itu, penelitian ini
mengenai permasalahan secara umum dari perspektif hukum Islam terkait kon-
sumen atau pengguna Wi-Fi pada Arsyad.net di Desa Pancasan, Ajibarang, Ka-

bupaten Banyumas.

15 R.E. Koesnindar, B. Santoso, and I. Irawati “Perlindungan Konsumen Terhadap Kenai-
kan Tagihan Akibat Penambahan Kecepatan Internet Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Indi-
home” Diponegoro Law Journal, vol 11, no 2, Apr 2022

18 Rizki Wahyu Saputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pemutusan
Sepihak Layanan Indihome Oleh PT Telkom Wilayah Selong” Fakultas Hukum, Universitas Mu-
hammadiyah Mataram, 2022
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E. Kerangka Teoritik
Kerangka teoritik merupakan penentuan teori-teori yang menjadi lan-

dasan pemikiran dalam pelaksanaan suatu penelitian. Dalam istilah lain,
kerangka ini digunakan untuk menguraikan referensi atau teori yang diterapkan
dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, teori-teori
yang dapat digunakan dalam kerangka teoritik meliputi:’
1. Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen mencakup segala upaya yang memastikan
kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Hal ini berkaitan dengan
perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen saat mereka mem-
beli barang atau jasa, sehingga hukum perlindungan konsumen dapat dipan-
dang sebagai regulasi yang mengatur cara perlindungan bagi konsumen da-
lam memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, hukum perlindungan
konsumen mengatur hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pro-
dusen, serta cara menjaga hak dan kewajiban tersebut dipenuhi.*®
Di Indonesia, upaya perlindungan konsumen didasarkan pada be-
berapa asas dan tujuan yang dianggap dapat memberikan garis besar untuk
pelaksanaannya di tingkat praktis. Hukum perlindungan konsumen mem-
iliki dasar yang sangat kuat karena memiliki asas dan tujuan yang jelas. Per-
lindungan konsumen didasarkan pada lima asas pembangunan nasional.

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada beberapa asas

17 Jujun S. Soeryasumantri, Filsafat IImu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar Hara-
pan, 1978), him 316

18 Anis Mashdurohatun, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori Dan Praktik), him
8
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dan tujuan yang dianggap dapat memberikan garis besar untuk pelaksa-

naannya di tingkat praktis. Hukum perlindungan konsumen memiliki dasar

yang sangat kuat karena memiliki asas dan tujuan yang jelas, Perlindungan

konsumen didasarkan pada lima asas pembangunan nasional. Sesuai dengan

Pasal 2 UUPK, perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai usaha ber-

sama yang berlandaskan lima asas yang relevan dengan pembangunan na-

sional.

a)

b)

d)

Asas Manfaat

Asas ini ni menekankan bahwa setiap upaya yang dilakukan da-
lam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus semaksimal mung-
kin menguntungkan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
Asas Keadilan

Asas ini dibuat untuk memungkinkan semua orang ber-
partisipasi secara penuh. Ini memungkinkan konsumen dan pelaku
usaha memperoleh haknya dan memenuhi kewajibannya secara adil.
Asas Keseimbangan

Asas ini ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara
kepentingan material dan spiritual konsumen, pelaku usaha, dan
pemerintah.
Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Tujuan dari asas ini adalah untuk memastikan bahwa konsumen

aman dan selamat saat menggunakan barang atau jasa yang mereka.
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e) Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaku usaha dan
konsumen mematuhi hukum dan memperoleh keadilan dalam pelaksanaan
perlindungan konsumen, sementara negara menjamin kepastian hukum.

2. [ljarah

Secara etimologis, 7jarah berarti jual beli manfaat. Dalam istilah,
ijarah adalah perjanjian yang melibatkan pemanfaatan barang atau jasa
dengan imbalan tertentu. Kata 7jarah berasal dari al-ajru, yang memiliki
makna yang sama dengan al- iwadhu, yaitu upah atau ganti.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat 7jarah terdiri
dari empat yaitu aqid (pihak yang berakad), sighat, upah, dan manfaat.
Sementara itu, hanafiyah berpendapat bahwa rukun dan syarat ijarah hanya
terdiri dari satu, yaitu ijab dan gabul, yang merupakan pernyataan dari pihak
penyewa dan penyewa..?°

3. Khiyar

Menurut bahasa, khiyar dapat diartikan sebagai pilihan. Dalam
konteks transaksi hukum perdata, khususnya di bidang ekonomi, para ulama
telah lama memahami definisi kAiyar. Konsep ini memberikan kesempatan
bagi individu untuk mengambil keputusan mengenai masalah dalam

transaksi yang dilakukan. Beberapa ulama mendefinisikan k#iyar sebagai

19 Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakartya:
Lembaga Fatimah Azzahrah: Cet-1), Agustus 2022, him 17
20 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah jilid 4, Pena llmu dan Amal, Jakarta, 2006, him 205
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usaha untuk mencari kemaslahatan dalam menyelesaikan dua pilihan
melanjutkan atau membatalkan transaksi.?

Dari segi tujuannya, khiyar bertujuan untuk memastikan adanya
pertimbangan yang matang, baik dari sisi positif maupun negatif, bagi kedua
belah pihak sebelum memutuskan untuk melakukan jual beli. Ini bertujuan
untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi di masa depan bagi
kedua belah pihak. Oleh karena itu, hak &hiyar ditetapkan dalam Islam un-
tuk menjamin kerelaan dan kepuasan yang saling menguntungkan bagi
pihak-pihak yang terlibat dalam akad jual beli. KAiyar diperlukan dalam
transaksi untuk melindungi kepentingan dan kerelaan kedua pihak yang ber-
kontrak serta menjaga mereka dari potensi kerugian yang mungkin timbul .2
Adapun macam-macam khiyar yaitu :

a. Khiyar Majlis
Hak untuk memilih bagi kedua belah pihak untuk melanjut-
kan atau membatalkan akad selama mereka masih berada di tempat
yang sama atau belum terpisah.
b. Khiyar Syarat
Keadaan yang memungkinkan salah satu pihak yang berakad
atau keduanya untuk membatalkan atau menetapkan akad dalam

jangka waktu yang telah ditentukan.??

21 Sayyid Sabig, Terj Fikih Sunnah jilid 5 , Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al
Albani, (Cakrawala Publishing 2008) him 209

22 Orin Oktasari, Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online, Jurnal Aghinya
Stiesnu Bengkulu, VVolume 4, 2021

23 Endang Hidayat, Figh Jual Beli, (Bandung: Pt Remaja Rosadakarya, 2015), him 33



17

C. KhiyarAib
Hak yang dimiliki pembeli untuk melanjutkan atau
membatalkan akad jika ditemukan cacat pada objek akad yang tidak
dijelaskan secara jelas oleh penjual saat akad berlangsung.
d. KhiyarRu’yah
Pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau
mempertahankan akad ketika mereka melihat objek akad, dengan
syarat mereka tidak melakukannya saat akad berlangsung atau tidak
melakukannya dalam waktu yang memungkinkan untuk melakukan
perubahan.

Hikmah dari disyariatkannya khiyar adalah untuk kemaslahatan
pihak-pihak yang melakukan akad, menjaga hubungan yang harmonis, dan
menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia.?®

F. Sistematika Pembahasan
Secara umum, penelitian ini disusun secara sistematis dengan tujuan un-
tuk memberikan pembaca pemahaman yang menyeluruh tentang isi tesis. Beri-
kut adalah urutan sistematis penulisan tesis.
Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
Bab kedua berisi kajian teori yang menjelaskan definisi dan konsep per-

lindungan konsumen, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan

24 Ghufron A. Masadi, Figh Muamalah Konstekstual, (Jakarta: Prenada Media Grup,2010).
Him 112

25 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keu-
angan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him 48
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konsumen di Indonesia, asas-asas dan prinsip perlindungan konsumen. Bab ini
juga mencakup tinjauan umum mengenai khiyardan ijarah.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, lo-
kasi dan waktu penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta
teknik analisis data.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan
perspektif hukum Islam terhadap perlindungan konsumen pengguna Wi-Fi
Arsyad.net.

Bab kelima merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan, im-
plikasi, dan saran. Di bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran, dan daftar

riwayat hidup.



BAB I
KAJIAN TEORI
A. Perlindungan Konsumen
1. Definisi Perlindungan Konsumen

Penjelasan tentang Perlindungan Konsumen ditulis dalam
berbagai literatur dan disampaikan oleh para ahli hukum dan pakar.
Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa definisi perlindungan kon-
sumen terdiri dari keseluruhan prinsip dan kaidah hukkum yang menga-
tur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain,
serta masalah yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di da-
lam pergaulan hidup manusia.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen adalah
hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu
sama lain yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, sedangkan
hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen
yang memuat asas-asas atau kaidah yang berfungsi untuk mengatur dan
melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen
yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan
oleh pemerintah.?®

Perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang

dilakukan untuk memastikan adanya jaminan hukum dalam melindungi

26 Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Visimedia, 2008), him 4

19
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hak-hak konsumen.?” Tujuan dari pelaksanaan, pengembangan, dan
pengaturan perlindungan konsumen yang dirancang adalah untuk
meningkatkan martabat serta kesadaran konsumen, sekaligus men-
dorong para pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya dengan
penuh tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen ini dil-
akukan melalui:
a. Mengupayakan perlindungan konsumen yang mencakup akses ter-
hadap informasi sekaligus menjamin adanya kepastian hukum.
b. Melindungi kepentingan konsumen secara khusus, serta mem-
berikan perlindungan kepada seluruh pelaku usaha secara umum.
c. Meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa demi memenuhi
kebutuhan masyarakat.
d. Melindungi konsumen dari praktik usaha yang curang atau bersifat
menyesatkan
e. Mengintegrasikan pelaksanaan, pengembangan, dan pengaturan
perlindungan konsumen dengan perlindungan di berbagai bidang
lainnya.?®
2. Hak dan Kewajiban Konsumen Dalam Hukum Islam dan UUPK
Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang

membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:?°

21 Cerlina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Graf-
ika,2008), him 41

28 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta:Kencana, 2013), him 32

29 Muhammad & Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, Yog-
yakarta, BPFE, 2004, HIm 195-234
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Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan
terhindar dari pemalsuan

Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa

Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan
keadaan

Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibatnegatif dari suatu produk
Hak untuk memilih dan memperoleh nilaitukar yang wajar

Dalam Islam, kerugian atau dampak fisik yang dialami kon-

sumen akibat cacat produk atau tindakan penipuan dianggap sebagai

perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, pelaku usaha

atau produsen memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas tinda-

kan tersebut. Ketika tanggung jawab ini dikaitkan dengan penyebab ter-

jadinya ganti rugi (dhaman), tanggung jawab tersebut dapat diklasifi-

kasikan ke dalam lima kategori, yaitu:*

a.

b.

Ganti Rugi Karena Perusakan (Dhaman ltlaf)

Ganti Rugi Karena Transaksi (Dha-man ‘Aqdin)

Ganti Rugi Karena Perbuatan (Dha-man Wadh’u Yadin)
Ganti Rugi Karena Penahanan (Dhaman al-Hailulah)

Ganti Rugi Karena Tipu daya (Dha- man al-Maghrur)

30 Muhammad & Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, Yog-
yakarta, BPFE, 2004, HIm 235-239



22

Selain itu konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa
yang tersedia di masyarakat memiliki hak-hak yang dijamin oleh
undang-undang. Secara umum, terdapat empat hak dasar konsumen,
yaitu:

a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right safety)

b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
c. Hak untuk memilih (the right to choose)

d. Hak untuk didengar (the right to heard)

Keempat hak ini diakui secara internasional. Seiring perkem-
bangan waktu, organisasi konsumen yang tergabung dalam The Inter-
national Organization of Consumer Unions (IOCU) memperluas hak-
hak tersebut dengan menambahkan beberapa hak lainnya, seperti hak
atas pendidikan konsumen, hak untuk memperoleh ganti rugi, dan hak
atas lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat.!

Hak secara harfiah merupakan sesuatu yang dapat atau tidak
dapat diperoleh oleh seseorang. Dengan kata lain, hak memiliki sifat
fleksibel, sehingga tidak selalu wajib dimiliki atau dimanfaatkan. Dalam
hal perlindungan konsumen, hukum mengatur bahwa konsumen mem-
iliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) se-

bagai dasar hukum perlindungan konsumen mengatur hak-hak tersebut,

him 20

31 Shidarta, Hukum Perlindungan konsumen Indonesia, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2002),



23

sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUPK.Hak-hak konsumen

menurut Pasal 4 UUPK adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkon-
sumsi barang dan atau jasa

b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang
dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta ja-
minan yang dijanjikan

c. Hakatas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan atau jasa

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang
digunakan

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian dan atau jasa yang digunakan

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

g. Hakuntuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminasi®?

Kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Un-
dang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
mencakup:

a. Membaca atau mematuhi panduan informasi serta prosedur
penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi menjamin

keamanan dan keselamatan.

32 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, (Malang: UB Press, 2011), him 45
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b. Bertindak dengan itikad baik saat melakukan transaksi pembelian
barang dan/atau jasa.

c. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepa-
kati.

d. Menjalani proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
secara wajar dan sesuai hukum.

Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen
memperoleh manfaat maksimal dari perlindungan yang diberikan serta

jaminan kepastian hukum bagi dirinya.®

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Hak-hak pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Un-

dang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencakup

antara lain:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di-
perdagangkan

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam

penyelesaian hukum sengketa konsumen

33 Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakartya:
Lembaga Fatimah Azzahrah: Cet-1), Agustus 2022, him 54
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Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau

jasa yang diperdagangkan

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-un-
dangan lainnya

Hak-hak pelaku usaha bertujuan untuk memberikan kenya-

manan dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus menjaga keseim-

bangan terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen.

Adapun kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen mencakup beberapa hal berikut:

a.

b.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau di-
perdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan
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dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang di-
perdagangkan
f.  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila ba-
rang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian
Kewajiban pelaku usaha adalah konsekuensi dari hak-hak yang
dimiliki oleh konsumen. Jika diperhatikan dengan saksama, kewajiban-
kewajiban ini merupakan wujud nyata dari hak-hak konsumen yang
dilihat dari sudut pandang berbeda, dengan tujuan membangun budaya
tanggung jawab di kalangan pelaku usaha.®*
4. Asas Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam dan UUPK
Untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan
dan bisnis, hukum Islam menetapkan sejumlah asas sebagai pedoman
dalam bertransaksi. Asas-asas tersebut meliputi at-tauhid, istikhlaf, al-
ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khAiyar, ta’awun, keamanan
dan keselamatan, serta at-taradhin. Pondasi utama dari seluruh kegiatan
bisnis dalam hukum Islam adalah asas tauhid, yakni pengesaan Allah

SWT. Asas ini menjadi dasar yang melahirkan asas istikhlaf, yang

34 Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakartya:
Lembaga Fatimah Azzahrah: Cet-1), Agustus 2022, him 59
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mengajarkan bahwa segala kepemilikan manusia sejatinya merupakan
titipan dari Allah SWT, dengan manusia bertindak sebagai pemegang
amanah. Selain itu, asas tauhid juga melahirkan asas ihsan, yang berarti
melakukan perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain tanpa
adanya kewajiban tertentu. Ketiga asas utama ini kemudian menjadi lan-
dasan bagi asas-asas lainnya, yaitu at-tauhid, istikhlaf, al-ihsan, al-ama-
nah, ash-shiddig, al-adl, al-khAiyar, ta’awun, keamanan dan kesela-
matan, serta at-taradhin.®®

Asas hukum memiliki peran penting dalam menentukan isi dari
kaidah atau norma yang terdapat dalam suatu peraturan hukum (undang-
undang). Pemahaman mengenai asas hukum dan norma hukum dapat
dijelaskan dengan menyadari bahwa hukum bukanlah sekadar aturan
yang bersifat konkret seperti norma atau kaidah hukum yang menjadi isi
setiap undang-undang. Sebaliknya, asas hukum berfungsi sebagai pe-
doman dalam merumuskan norma hukum konkret saat menyusun un-
dang-undang. Norma, pada dasarnya, adalah sebuah aturan yang
didasarkan pada asas tertentu. Aturan tersebut dirumuskan dari asas da-
lam bentuk bahasa atau pernyataan yang memberikan makna bagi manu-
sia dalam menjalankan tindakannya. Dengan demikian, norma merupa-
kan pedoman atau aturan yang digunakan manusia dalam mengatur per-

ilakunya, dan norma ini sering disebut sebagai aturan.®

%5 Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang
Nomor 8 Tahun 19997, Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur, 2015, HIm
328. Diakses dari https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalius/article/download/267/237

% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2002), him 34
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Perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada asas-asas
yang diyakini dapat memberikan panduan sekaligus implementasi da-
lam praktiknya. Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
(UUPK) menetapkan bahwa perlindungan konsumen berlandaskan asas
manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan kon-
sumen, serta kepastian hukum. Penjelasan mengenai asas-asas ini diu-
raikan sebagai berikut:3’

a. Asas Manfaat
Bertujuan untuk menegaskan bahwa setiap upaya dalam
pelaksanaan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat
maksimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
keseluruhan.
b. Asas keadilan
Bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi seluruh
masyarakat dapat terlaksana secara optimal, serta memberikan kes-
empatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mem-
peroleh hak-haknya dan memenuhi kewajibannya dengan cara yang
adil.
c. Asas keseimbangan
Bertujuan untuk memastikan adanya pembagian kepent-

ingan yang seimbang antara konsumen, pelaku usaha, dan

37 Dr. Hulman panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jala Permata Aksara:Jakarta,
2021), him 239
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pemerintah, baik secara material maupun spiritual. Penerapan asas
keseimbangan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dil-
akukan dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing
pihak, yaitu antara konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana dalam
perjanjian timbal balik. Hak yang dimiliki oleh satu pihak menjadi

kewajiban bagi pihak lainnya, dan begitu pula sebaliknya.

. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa konsumen
akan merasa aman dan terlindungi saat menggunakan, men-
gonsumsi, atau memanfaatkan barang dan/atau jasa. Penerapan asas
ini dapat dilihat dalam Pasal 4 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 ten-
tang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa hak utama
dan pertama bagi konsumen adalah hak untuk mendapatkan kenya-
manan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang
dan/atau jasa. Hak atas keamanan ini juga diakui sebagai salah satu
hak dasar konsumen secara internasional, yaitu hak untuk mendapat-
kan keamanan (the right to safety), di samping hak-hak lainnya sep-
erti hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed), hak
untuk memilih (the right to choose), dan hak untuk didengar (the
right to be heard).

. Asas kepastian hukum
Bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen mematuhi

hukum dan mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan perlindungan
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konsumen, serta memastikan bahwa negara menjamin adanya

kepastian hukum.®®

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Hukum Islam dan UUPK

Di dalam Islam, tanggung jawab pelaku bisnis memiliki dua di-

mensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kedua dimensi ini

dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a.

Adanya dimensi tauhid sebagai ciri tanggung jawab secara vertikal
kepada Allah SWT.

Adanya dimensi amanah sebagai khalifah di muka bumi bagi para
pelaku bisnis.

Sumber daya tersedia berlimpah karena karunia Allah SWT yang
dilimpahkan ke muka bumi ini, yang harus digunakan untuk men-
capai kesejahtraan bersama antara sesama manusia

Harus saling tolong menolong dan bekerja sama serta membina sal-
ing mengasihi di antara semua manusia

Bisnis merupakan sarana ibadah bagi para pelaku bisnis

Dalam sistem hukum yang berlaku saat ini, posisi konsumen ser-

ing kali lebih rentan dibandingkan dengan pelaku usaha. Untuk mem-

perkuat posisi konsumen dan memberikan perlindungan yang lebih

baik, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menerapkan

asas tanggung jawab mutlak dalam peraturan yang mengatur kewajiban

3 Dr. Hulman panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jala Permata Aksara:Jakarta,

2021), him 240
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pelaku usaha. Tanggung jawab mutlak, atau yang dikenal dengan istilah
strict liability, mengharuskan pelaku usaha untuk bertanggung jawab se-
penuhnya atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat produk atau
jasa yang dijual, tanpa perlu membuktikan adanya kelalaian atau kesala-
han secara langsung. Dalam hal ini, perusahaan dianggap bersalah dan
wajib memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan, mes-
kipun tidak ada unsur kesalahan yang disengaja. Setiap pengusaha, baik
yang memproduksi barang maupun menyediakan jasa, harus me-
nanggung beban atas segala risiko yang ditimbulkan dari produk atau
jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen. Apabila produk atau jasa
tersebut terbukti cacat atau tidak memenuhi janji yang telah disam-
paikan, yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dalam proses produksi
atau penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka
pelaku usaha dapat dianggap telah melanggar kewajibannya dan
melakukan perbuatan yang merugikan konsumen. Tindakan semacam
ini, yang mengarah pada ingkar janji atau pelanggaran hukum, mene-
gaskan pentingnya perlindungan konsumen melalui mekanisme
tanggung jawab yang jelas dan tegas.

Berdasarkan subtansi pasal 19 diketahui bahwa tanggung jawab
pelaku usaha meliputi:
a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat
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mengkonsumsi  barang atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan

b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengem-
balian uang atau pengembalian barang dan atau jasa pemberian san-
tunan yang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)
hari setelah tanggal transaksi

d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntunan pidana
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur
kesalahan

e. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan
tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan an-
tara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggung jawab masing-
masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan
kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapatkan keun-
tungan yang sebesar-besarnya dengan peningkatan produktifitas dan
efisiensi. Sedangkan konsumen hubungannya untuk memenuhi tuntutan

kebutuhan hidup. Maka dalam hal tersebut di atas pelaku usaha dapat

125

39 Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), him
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dikenakan pertanggung jawaban apabila barang-barang yang dibeli oleh
konsumen terdapat:
a. Konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa
yang diproduksi produsen.
b. Produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal.
c. Bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya.*°
B. Khiyar
1. Definisi Khiyar
Secara bahasa, Khiyar dapat diartikan sebagai suatu pilihan. Dalam
konteks transaksi hukum perdata, khususnya di bidang ekonomi, para ulama
telah lama mengenal definisi Khiyar. Konsep Khiyar memberikan hak
kepada setiap orang untuk memilih dalam menghadapi masalah yang mun-
cul dalam transaksi yang dilakukan. Sementara itu, menurut beberapa
ulama, dalam segi istilah, Khiyar dipahami sebagai upaya untuk mencari
kemaslahatan dengan menyelesaikan dua pilihan melanjutkan transaksi atau
membatalkan transaksi, menurut Sayyid Sabig.**
Hak Khiyardalam Islam ditetapkan untuk memastikan kerelaan dan
kepuasan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Mes-

Kipun dari satu sisi Khiyar ini dianggap kurang praktis karena dapat

40 Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakartya:
Lembaga Fatimah Azzahrah: Cet-1), Agustus 2022, him 76

41 Sayyid Sabiq, Terj Fikih Sunnah jilid 5, Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al
Albani, (Cakrawala Publishing 2008.) him 209
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menimbulkan ketidakpastian dalam suatu transaksi, namun dari sisi kepua-
san para pihak yang terlibat, KhAiyarini merupakan pilihan terbaik.*?
. Dasar Hukum Khiyar

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran da-
lam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang.
Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui
oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan
tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan
sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Dian-

tara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwaytkan oleh AlBukhari dari Ab-
dullah bin Al-Harits:
Artinya: Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin
Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh
melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka
berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual
beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka
dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. (HR. Al-Bukhari).

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli
hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat
cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khAiyar ditetap-

kan oleh syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata

42 Nizaruddin, Figh Muamalah (Yogyakarta: Idea Press, 2013), him 122
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agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga ke-
maslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-
baiknya. Status kAiyar, menurut ulama figih adalah disyari’atkan atau di-
bolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya
tidak ada pihak yang merasa tertipu.*®
3. Macam-macam Khiyar

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari’at Islam adalah
adanya hak bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi untuk
melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Hak ini dikenal dengan
istilah khiyar. Tujuan dari pemberian hak ini adalah untuk kemaslahatan
kedua belah pihak, menjaga kerukunan, hubungan baik, serta mempererat
cinta kasih antar sesama manusia. Tanpa adanya hak khiyar, seseorang yang
merasa menyesal setelah melakukan pembelian bisa terjerumus dalam ke-
marahan, kedengkian, dendam, perselisihan, dan tindakan buruk lainnya
yang dilarang dalam agama. Syari’at bertujuan untuk melindungi umat
manusia dari keburukan-keburukan tersebut, sehingga syari’at menetapkan
hak khiyarsebagai langkah untuk memastikan keselamatan, kerukunan, dan
keharmonisan dalam hubungan antar sesama. Berdasarkan hal tersebut, ter-

dapat beberapa jenis khiyaryang penting untuk dipahami, antara lain:**

4 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke-
1, 2005), him 80

4 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam
Berekonomi), (Bandung: CV.Diponegoro, 1992), him 101
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a. Khiyar Majelis

Secara bahasa, majlis berasal dari bentuk masdar mimi dari kata
julus yang berarti tempat duduk. Sedangkan menurut para ahli figih,
majlis akad adalah tempat dimana kedua pihak yang berakad berada,
mulai dari proses akad dimulai hingga akad tersebut dianggap sah dan
berlaku. Dengan demikian, majlis akad merupakan tempat berkumpul-
nya kedua pihak yang terlibat dalam akad, terlepas dari kondisi mereka
saat itu.

Secara istilah, khiyar majelis adalah hak yang diberikan oleh
syara kepada setiap pihak yang terlibat dalam transaksi, selama kedua
pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam
berbagai jenis transaksi jual beli, seperti jual beli makanan dengan ma-
kanan, akad pemesanan barang, dan perjanjian syirkah.*

b. Khiyarsyarat

Khiyar syarat adalah jenis khiyar di mana seseorang membeli
sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan bahwa ia memiliki hak untuk
memilih dalam jangka waktu tertentu. Meskipun waktu tersebut bisa
lama, pihak yang bersangkutan dapat memilih untuk melanjutkan
transaksi atau membatalkannya. Dari definisi ini, dapat dipahami
bahwa khiyarsyarat adalah suatu bentuk pilihan yang diberikan kepada

kedua pihak dalam akad jual beli untuk memutuskan apakah akan

4 Wahbah Zuhaili, Al-Fighu As-Syafi’i AI-Muyassar, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz,
Figih Imam Syafi"i”, (Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010), him 676.
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melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam waktu yang telah di-
sepakati. Ahmad bin Hambali tidak menetapkan batas waktu tertentu,
selama kedua pihak setuju dan dapat menentukan waktu sesuai keingi-
nan mereka. Sementara itu, Abu Hanifah dan Syafi’i membatasi waktu
khiyarsyarat tidak boleh lebih dari tiga hari. Ulama mazhab Maliki ber-
pendapat bahwa durasi kAiyarsyarat tergantung pada jenis barang yang
diperjualbelikan, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
c. Khiyaraib

Khiyar aib adalah hak bagi kedua belah pihak yang terlibat
dalam akad jual beli untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi,
jika terdapat cacat pada barang yang diperjualbelikan yang tidak
diketahui oleh pemiliknya pada saat akad dilakukan. Adapun syarat-
syarat berlakunya khiyaraib, menurut para ahli, adalah sebagai berikut:
cacat pada barang tersebut harus diketahui baik sebelum maupun
setelah akad, namun sebelum proses serah terima barang dan
pembayaran harga, atau cacat yang dimaksud merupakan cacat yang
sudah ada sebelumnya (cacat lama). Syarat-syarat tersebut yaitu: “°
1) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang saat akad

berlangsung.

2) Pada saat akad, penjual tidak menetapkan ketentuan bahwa barang

yang cacat tidak dapat dikembalikan.

46 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keu-
angan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hIm 46
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3) Cacat pada barang tersebut tetap ada sampai akad dibatalkan. Se-
dangkan untuk mengembalikan barang yang dijual, beberapa syarat
harus dipenuhi, yaitu cacat itu tidak hilang sampai dilakukan
pembatalan akad. Sedangkan ntuk mengembalikan barang yang
dijual harus dipenuhi beberapa syarat yaitu:

a) Secara umum, sesuai dengan kebiasaan, barang yang dijual
diharapkan bebas dari cacat (aib).

b) Cacat tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan usaha
yang sangat sulit. Jika cacat tersebut dapat diatasi dengan
mudah, maka barang tersebut tidak perlu dikembalikan.

c) Cacat (aib) tersebut harus ada pada barang yang dijual dan
barang tersebut masih berada di tangan penjual.

d) Penjual tidak boleh menetapkan bahwa ia tidak bertanggung
jawab atas cacat barang yang dijual. Jika penjual mensyaratkan
bahwa ia bebas dari tanggung jawab atas cacat barang, maka
barang tersebut tidak dapat dikembalikan.

e) Cacat (aib) tersebut tidak boleh hilang sebelum akad dibatal-
kan. Apabila aib tersebut hilang sebelum akad di fasakh maka
akad tidak fasakh, karena aib hilang sebelum barang dikem-
balikan.

d. Khiyarru’yah
Khiyarru’yah adalah hak bagi pembeli untuk membatalkan atau

melanjutkan transaksi setelah ia melihat objek akad, dengan syarat ia



39

belum melihatnya pada saat akad dilakukan atau sebelumnya, serta
dalam jangka waktu yang masih memungkinkan adanya perubahan
pada objek tersebut. Syarat-syarat untuk diterimanya k#Aiyarru’yah bagi
yang membolehkannya adalah:*’

1) Barang yang akan ditransaksikan adalah barang yang secara fisik
ada dan dapat dilihat, baik berupa harta tetap maupun harta berge-
rak.

2) Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan
cara mengembalikan barang tersebut saat transaksi berlangsung.

3) Jika barang dagangan tidak dilihat oleh pembeli pada saat transaksi
atau sebelumnya, sementara barang tersebut tetap tidak berubah,
maka akad jual beli bisa saja terjadi meskipun pembeli belum
melihat barang tersebut, hanya mengetahui sifat-sifatnya. Setelah
akad terjadi, jika pembeli melihat barang tersebut dan ternyata
tidak sesuai dengan sifat yang dijelaskan oleh penjual, pembeli ber-
hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Hak untuk
membatalkan akad ini karena pembeli melihat barang setelah
transaksi disebut dengan khiyar ru’yah (khiyar penglihatan atau

khiyar setelah melihat barang).

47 Sayidah Nisrul Halimatus Sakdiah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli
Barang Kadaluwarsa Yang Tidak Dapat Dikembalikan”, Jurnal Hukum Bisnis Islam, Volume 11,
Nomor 02, Desember 2021, him 244
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4. Syarat-syarat Khiyar
Menurut Abd al-Rahman al-Jazairi, hak khAiyardapat muncul dalam
suatu akad apabila syarat-syarat berikut terpenuhi:
a. Terdapat perjanjian antara penjual dan pembeli dengan cara tertentu.
b. Barang atau jasa Yyang diperjualbelikan memiliki cacat yang
menyebabkan penolakan.
c. Adanya ganti rugi yang dibayarkan atas barang-barang yang menjadi
atau seharusnya menjadi milik bersama antara kedua pihak.
d. Namun, terkadang ganti rugi tersebut tidak selalu menunjukkan
perpindahan kepemilikan.*®
5. Tujuan Khiyar
Tujuan dari kAiyar menurut syara’ adalah memberikan hak kepada
kedua belah pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di
kemudian hari akibat hal-hal tertentu yang timbul dari transaksi yang
mereka lakukan, baik terkait dengan harga, kualitas, atau kuantitas barang.
Selain itu, hak khAiyar juga bertujuan untuk memastikan bahwa akad yang
dilakukan benar-benar atas dasar kerelaan penuh dari kedua pihak, karena
kesukarelaan tersebut merupakan dasar sahnya suatu akad. Dengan adanya
khiyar, diharapkan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, tidak
akan menyesal atau dirugikan setelah transaksi berlangsung akibat faktor-

faktor tertentu dalam proses jual beli.*®

48 Panji Adam, Fikih Muamalah, him 178-179
49 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keu-

angan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 48
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Berakhirnya khiyar jika terjadi hal hal seperti berikut;

a. Ketika akad memiliki batas waktu tertentu, hak khAiyar berakhir
bersamaan dengan berakhirnya masa berlaku akad tersebut.

b. Jika akad bersifat mengikat, hak k#Aiyar dapat diakhiri melalui
pembatalan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad.

c. Hak khiyarjuga berakhir pada akad yang bersifat mengikat apabila
akad tersebut cacat (fasid), ada syarat khiyar atau khiyar karena
cacat barang, akad tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang
terlibat, atau tujuan akad telah tercapai.

d. Hak khiyar berakhir jika salah satu pihak yang melakukan akad
meninggal dunia..

Hikmah dari adanya konsep khiyar adalah menciptakan
kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Dengan adanya hak ini,
hubungan baik, kerukunan, serta rasa kasih sayang antar manusia dapat ter-
pelihara. Jika seorang pembeli kecewa dengan barang yang dibeli tetapi
tidak memiliki hak khiyar, hal tersebut dapat menimbulkan penyesalan, ke-
marahan, kedengkian, atau bahkan perselisihan yang dilarang oleh agama.
Syariat Islam menetapkan hak kAiyar untuk melindungi manusia dari dam-
pak buruk tersebut serta menjaga keselamatan, kerukunan, dan keharmoni-

san dalam hubungan transaksi antar manusia. >°

% Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam
Berekonomi), (Bandung: CV.Diponegoro, 1992), 10



42

C. Iljarah
1. Definisi ljarah

Secara bahasa, 7jarah berarti jual beli atas kemanfaatan. Sedangkan
menurut istilah, 7jarah adalah akad yang memberikan hak atas kemanfaatan
dengan imbalan yang disertakan. /jarah berasal dari kata al-ajru yang mem-
iliki makna serupa dengan al- ‘iwadhu, yaitu upah atau ganti. Imam Syafi’i
mendefinisikan jjarah sebagai akad yang memberikan hak atas suatu
manfaat yang jelas kemubahannya, disertai dengan serah terima dan ganti
(imbalan). Imam Malik menambahkan bahwa objek sewa dalam 7jarah ha-
rus berupa sesuatu yang mubah. Sementara itu, Sutan Remy mendefinisikan
ijarah sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, disertai
dengan pembayaran upah, tanpa adanya perpindahan kepemilikan barang
tersebut.>

Menurut fatwa Dewan Syari‘ah Nasional No.09/DSN/MUI/1V/2000,
ijarah adalah akad pemindahan hak untuk memanfaatkan suatu barang atau
jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa
diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang tersebut. Dengan demikian,
dalam akad ijarah, yang terjadi bukanlah perubahan kepemilikan, melain-
kan hanya pemindahan hak guna dari pihak yang menyewakan kepada pihak

penyewa.>?

51 Betti Anggraini, DKk, Akad Tabarru’ dan Tijarah Dalam Tinjauan Figih Muamalah
(Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), him 63

52 Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, Tahkim, Vol.
XIV No. 1, Juni 2018, him 87
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Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
ijarah merupakan transaksi jual beli atas manfaat barang atau jasa, semen-
tara kepemilikan utama atas barang atau jasa tersebut tetap berada pada
pemiliknya.

. Dasar Hukum Zjarah

Untuk dapat memanfaatkan objek tertentu tidak harus disertai
dengan pemindahan hak kepemilikan. Pemanfaatan suatu objek tertentu
tanpa dsiertai adanya pemindahan hak kepemilikan disebut dengan ijarah.
Landasan hukum ljarah dapat dirujuk pada fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-
MUI/1V/2000 tentang pembiayaan ljarah. Adapun dasar hukum mengenai
sewa menyewa (Zjarah) dalam hukum islam terdapat di dalam surah Al-

bagarah ayat 233:
sw. B o%o 0 oSy _ @ oSo@ - ofo - 4 - 08, o, _03 0.0 0 ,0d,r0 -
|52y 3D g mally gzl 3l gk \s\vﬁtk;cb.- Us (STl ) 123 s 2 OV 053 ,1 O
s O ghont Loy A1 0115 sy

Artinya:
“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada
dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Sedangkan landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi

Muhammad SAW telah bersabda: “Berbekamlah kamu, lalu berikanlah
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olehmu upah kepada tukang bekam itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu
Daud dan An Nasa’l dari Abi Waqqash r.a berkata: “dahulu kami menyewa
tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah
melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan
uang Emas atau perak”.

Dengan demikian menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya
tidak sah. Termasuk pula menyewakan sapi atau domba untuk diambil
susunya. Hal ini logis mengingat obyek dari perjanjian sewa menyewa ada-
lah manfaat atas suatu barang, bukan kepemilikan atas suatu barang. Yang
lebih pas dalam kontek ini hendaknya dengan menggunakan perjanjian jual
beli.>®

3. Rukun dan Syarat Jjarah

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

a. Mu’jir atau musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-
menyewa atau upah-mengupah. Mu’jir adalah orang yang
memberikan upah dan yang menyewakan, musta’jir adalah orang
yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa
sesuatu, disyaratkan pada mu’jir atau musta’jir adalah baligh,
berakal, cakap megendalikan harta, dan saling meridhai.

b. Sighat ijab qabul antara mu’jir atau musta’jir, ijab qabul Sewa-

menyewa dan upah-mengupah

53 Pyji Kurniawan, “Analisis Kontrak Ijarah”, Jurnal EI-Qanuny, Volume 4 Nomor 2 Edisi
Juli-Desember 2018, him 203
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c. Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik
dalam sewa-menyawa maupun dalam upah-mengupah.

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-
mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan
beberapa syarat berikut ini:

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan
upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja
berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

3) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah
(boleh) menurut syara bukan hal yang dilarang (diharamkan).

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zatnya) hingga

waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.>*

4. Pembatalan dan Berakhirnya Zjarah

ljarah adalah jenis akad yang umumnya tidak memungkinkan
adanya fasakh dari salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad
pertukaran, kecuali jika terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan

fasakh. Zjarah akan batal (fasakh) jika terdapat hal-hal berikut:
a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi saat barang terse-

but ada di tangan penyewa.

% Pyji Kurniawan, “Analisis Kontrak Ijarah”, Jurnal EI-Qanuny, Volume 4 Nomor 2 Edisi
Juli-Desember 2018, him 242-243
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b. Kerusakan barang sewaan, seperti rumah yang roboh dan se-
bagainya.

c. Kerusakan barang yang disewakan untuk suatu tujuan, seperti baju
yang disewakan untuk dijahitkan.

d. Pemenuhan manfaat yang telah disepakati dalam akad, berakhirnya
masa yang telah ditentukan, dan selesainya pekerjaan.

e. Menurut Hanafiyah, salah satu pihak diperbolehkan untuk membat-
alkan akad ijarah, misalnya jika seseorang menyewa toko untuk
berdagang, namun dagangannya dicuri, maka ia diperbolehkan un-

tuk membatalkan sewa tersebut.

% Mawar Jannati. “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah”, Jurnal Program Studi
Ekonomi Syariah, vol 2, no 2, aug. 2021, him 236-247
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
Menurut Dedy Mulyana, penelitian lapangan adalah tipe penelitian yang
mengkaji fenomena dalam konteks lingkungan alaminya. Oleh karena itu,
data primer yang digunakan diperoleh langsung dari lokasi penelitian, se-
hingga informasi yang didapatkan mencerminkan realitas fenomena yang
ada. Peneliti memilih pendekatan penelitian lapangan untuk mengumpulkan
data secara mendetail, mulai dari fenomena kecil yang menjadi fokus per-
masalahan hingga fenomena yang lebih luas, serta untuk mencari solusi
demi kebaikan bersama.®® Mengenai jenis penelitian atau model penelitian
yang dilakukan peneliti yaitu terjun langsung ke Lokasi penelitian yang ber-

tepatan di Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan an-
alisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hub-
ungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika
ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari
data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari

peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian kualitatif

%6 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru llmu Komunikasi dan
llmu Sosial Lainnya), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), him 160
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bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi,
menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah
dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang
dihadapi.®’

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenom-
ena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggam-
baran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk
rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.>®
Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mendeskripsikan keadaan atau
fakta sebenarnya dilapangan dengan melihat perlindungan konsumen pada
pengguna Wi-Fi Arsyad,net di Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang, Ka-

bupaten Banyumas.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau area di mana suatu
penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Pancasan, Kecamatan
Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Waktu penelitian adalah 4 bulan yaitu
pada bulan September sampai Desember 2024.

D. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah konsumen pengguna layanan Wi-Fi

Arsyad.net di Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten

57 Iman Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik Ed.1 Cet.4,(Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2016),hIm.80.

8 V.Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian — Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta:
Pustaka Baru Press,2015), him. 21-22.
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Banyumas. Subjek dipilih karena mereka secara langsung mengalami
dan memiliki pengalaman terkait kualitas layanan, pelaksanaan hak-hak
konsumen, serta kebijakan yang diterapkan oleh Arsyad.net. Data utama
dikumpulkan melalui wawancara dengan tujuh pengguna layanan Wi-

Fi Arsyad.net dan satu pemilik Arsyad.net.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tentang suatu hal objektif tentang suatu
variabel tertentu. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlindungan
hukum terhadap konsumen dalam penggunaan layanan Wi-Fi Arsyad.net,
dilihat dari perspektif hukum Islam.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan sumber data utama yang didapatkan secara langsung
dari objek penelitian tanpa melalui pihak ketiga.>® Data primer dalam
penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan tujuh
pengguna layanan Wi-Fi Arsyad.net di Desa Pancasan, yaitu lbu Rini,
Ibu Marni, Ibu Parni, Ibu Karomabh, Ibu Siswanti, Meisya, dan Ibu Ida.
Mereka adalah pelanggan aktif Arsyad.net yang sengaja dipilih karena
memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan layanan ini, ter-

masuk menghadapi berbagai masalah selama berlangganan. Selain itu,

%9 Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Galang Taufani, S.H., M.H., Metodelogi Penelitian
Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Jakarta:Rajawali Pers, 2018), him 214
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wawancara juga dilakukan dengan pihak Arsyad.net yaitu Bapak Kho-

erullah.

2. Data Sekunder
Merupakan sumber data tambahan yang didapatkan secara tidak

langsung melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang berkai-
tan dengan subjek dan masalah yang diteliti.®® Data sekunder berfungsi
sebagai pelengkap untuk mendukung data primer. Data sekunder adalah
data yang diperoleh secara tidak langsung, Data ini diperoleh melalui
kajian literatur dan analisis dokumen yang berkaitan dengan objek dan
masalah yang sedang diteliti.5! Data sekunder dalam penelitian ini ada-
lah data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal, Undang-undang,
serta penelitian yang terkait dengan tema mengenai perlindungan kon-

sumen yang nantinya menguatkan sumber data penelitian.
F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi Merupakan metode pengamatan langsung terhadap
suatu keadaan atau fenomena. Tujuan dari observasi adalah untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek atau
situasi tertentu, serta mengumpulkan data yang akurat tentang perilaku,

interaksi, atau karakteristik yang berkaitan dengan objek tersebut.

60 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana, 2005), him 141
61 Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Galang Taufani, S.H., M.H., Metodelogi Penelitian
Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Jakarta:Rajawali Pers, 2018), hIm 215
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Peneliti yang melakukan observasi disebut pengamat (observer), se-
dangkan yang diobservasi disebut terobservasi (observee).?
Terdapat berbagai jenis observasi, yaitu:
a. Observasi Partisipatif
Dalam metode ini, peneliti turut serta dalam aktivitas sehari-
hari individu yang diamati atau yang menjadi sumber data
penelitian. Observasi ini terbagi menjadi empat jenis: partisipasi
pasif, moderat, aktif, dan penuh.
b. Observasi Terus Terang atau Tersamar
Pada jenis ini, peneliti secara terbuka mengungkapkan
kepada sumber data bahwa mereka sedang melakukan penelitian,
atau sebaliknya, tidak menyatakan tujuannya secara langsung.
c. Observasi Tidak Terstruktur
Observasi ini dilakukan tanpa persiapan sistematis tentang
aspek-aspek yang akan diamati, sehingga bersifat fleksibel dan
spontan.®®
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode ob-
servasi partisipatif untuk memahami secara mendalam fenomena
yang diteliti. Peneliti berpartisipasi aktif dalam aktivitas sehari-hari
subjek penelitian, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang

lebih akurat dan mendalam.

62 Prof. Dr. H. Abdurrahmat Fathoni, M.Si, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan
Skripsi, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006), him 104

63 Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif (Syakir Media Press, Cetakan 1),
Desember 2021
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2. Wawancara
Merupakan metode pengumpulan data melalui interaksi antara
pewawancara dan narasumber. Dalam proses ini, posisi kedua pihak
tetap berbeda, berbeda dengan dialog yang memungkinkan pertukaran
posisi. Narasumber dibedakan menjadi dua jenis yaitu responden yang
memberikan data tentang diri mereka sendiri dan informan yang mem-
berikan informasi mengenai pihak lain atau responden. Informan
sebaiknya dipilih dari individu yang mengetahui banyak tentang
keadaan responden. Terdapat dua jenis wawancara, yaitu:*
a. Wawancara mendalam
Peneliti berinteraksi secara langsung dengan informan dan
berdiskusi secara terbuka tanpa menggunakan panduan pertanyaan
yang telah disusun sebelumnya, serta menggali informasi secara
mendalam. Pendekatan ini menciptakan suasana yang lebih dinamis,
dan proses ini dilakukan secara berulang.
b. Wawancara terarah
Dalam wawancara terarah, peneliti mengajukan pertanyaan
yang telah disiapkan sebelumnya kepada informan. Hal ini berbeda
dari wawancara mendalam karena peneliti terikat pada pertanyaan
yang telah disiapkan sebelumnya, yang menyebabkan suasana tidak

terlalu hidup.®®

% Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen. (Bandung: Alfabeta, 2016), him 386

8 Iryana Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”, Ekonomi Sya-
riah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong
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Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah
pemilik dan pengguna layanan Wi-Fi Arsyad.net di Desa Pancasan,
Ajibarang, Banyumas. Metode wawancara ini digunakan untuk
mengumpulkan informasi dan memahami lebih lanjut tentang
layanan Arsyad.net, pengalaman konsumen, serta masalah yang
dihadapi oleh pengguna.

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis wawancara,
yaitu wawancara mendalam dan wawancara terarah. Wawancara
mendalam dilakukan untuk menggali informasi secara lebih rinci
dengan memberikan kebebasan kepada informan dalam menjelas-
kan pandangannya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pema-
haman yang lebih komprehensif terkait pengalaman mereka. Semen-
tara itu, wawancara terarah dilakukan dengan menggunakan daftar
pertanyaan yang telah disusun sebelumnya agar data yang dik-
umpulkan tetap fokus pada isu penelitian. Kedua jenis wawancara
ini membantu peneliti memperoleh data yang kaya dan relevan un-
tuk menjawab tujuan penelitian secara efektif.

3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang
menggunakan arsip, seperti buku yang membahas pendapat, teori, dalil
hukum, dan informasi lainnya. Jenis dokumen yang termasuk dalam
kategori ini termasuk dokumen fisik dan digital, seperti buku, artikel,

laporan, majalah, jurnal, catatan, foto, video, serta gambar. Fungsi
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metode ini sebagai sumber informasi yang merekam dan menyajikan
data serta peristiwa dalam berbagai bentuk. Dokumentasi sangat pent-
ing untuk menyimpan dan menyampaikan informasi, baik digital mau-
pun cetak.®® Teknik ini juga sangat berpengaruh untuk menggali infor-
masi terkait bagaimana perlindungan konsumen pengguna Wi-Fi
Arsyad.net di Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten

Banyumas.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, analisis dilakukan
untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan relevansinya dengan data
lain. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk men-
jelaskan masalah dengan menganalisis data yang mereka peroleh sebelum
sampai pada kesimpulan. Agar hasil analisis mudah dipahami oleh orang
lain, mereka disusun secara teratur.®’

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun data
yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara
sistematis. Proses ini meliputi pengorganisasian data ke dalam kategori, me-
rinci data ke dalam unit-unit, menyintesis informasi, menyusun pola, mem-
ilih data yang penting untuk dipelajari, serta menarik kesimpulan yang mu-

dah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain.

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cet ke-19
(Bandung:Alfabeta:2013), him 240

67 Taufiqur Rahman, Kiat-Kiat Menulis Karya llmiah Remaja (Semarang: CV Pilar Nusan-
tara, 2018), him 83.
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Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya analisis dimulai dari
data yang dikumpulkan, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Ber-
dasarkan hipotesis tersebut, peneliti mencari data tambahan secara beru-
lang-ulang untuk mengevaluasi apakah hipotesis diterima atau ditolak ber-
dasarkan data yang terkumpul. Jika hipotesis diterima setelah pengumpulan
data yang konsisten melalui teknik triangulasi, maka hipotesis tersebut
dapat berkembang menjadi sebuah teori.®®

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data biasanya dimulai
dari:

1. Analisis Data
Analisis dilakukan selama pengumpulan data, biasanya melalui
triangulasi. Ini termasuk menentukan fokus penelitian, membuat kes-
impulan awal dari data yang dikumpulkan, membuat rencana untuk
pengumpulan data berikutnya, dan menetapkan sasaran pengumpulan
data.%®
2. Reduksi Data
Dalam proses ini, peneliti memilih data untuk dikodekan,
menentukan data yang diambil dan dibuang, yang merupakan gambaran

tentang informasi yang sedang berkembang.

% Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif (Syakir Media Press, Cetakan 1),
Desember 2021

8 Sumandi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2010),
him 39
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3. Penyajian Data

Pada bagian ini merupakan penyajian sekumpulan informasi
memungkinkan tindakan dan kesimpulan. Semua data lapangan disusun
sesuai dengan masalah penelitian, dipilih sesuai kebutuhan, dan
kemudian dikelompokkan menurut batasan masalah. Dengan bantuan
data lainnya, diharapkan data yang detail dan substantif dapat diperoleh
melalui penyajian ini.

Penyajian data bertujuan untuk mengorganisir data hasil reduksi
dengan menyusunnya dalam pola hubungan, sehingga lebih mudah
dipahami dan digunakan untuk merencanakan langkah penelitian selan-
jutnya. Pada tahap ini, peneliti berupaya untuk mengatur data yang rel-
evan agar menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki
makna yang jelas. Proses ini melibatkan penyajian data, menghub-
ungkan fenomena yang ada, serta memberikan pemahaman tentang apa
yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai
tujuan penelitian. Penyajian data yang baik adalah langkah penting da-

lam mencapai analisis kualitatif yang valid dan dapat diandalkan.

. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Merupakan bagian dari proses keseluruhan. Sepanjang proses,

kesimpulan diverifikasi dengan meninjau ulang catatan lapangan.”

Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan

him 40

0 Sumandi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010),
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yang ada dan melakukan verifikasi data. Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat semen-
tara dan dapat berubah jika ditemukan bukti baru yang mendukung hasil
pengumpulan data di tahap berikutnya. Proses untuk memperoleh
bukti-bukti tersebut disebut sebagai verifikasi data. Jika kesimpulan
awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat, yang konsisten dengan kon-
disi yang ditemukan ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kes-
impulan tersebut dapat dianggap kredibel. Pada tahap verifikasi ini,
peneliti sebaiknya tetap terbuka terhadap masukan data, meskipun data
tersebut awalnya tampak tidak bermakna. Namun demikian, peneliti ha-
rus mampu membedakan antara data yang relevan dan bermakna
dengan data yang tidak diperlukan atau tidak memiliki makna. Data
yang memiliki nilai untuk analisis lebih lanjut, seperti yang sah, berbo-
bot, dan kuat, harus dipisahkan dari data yang lemah, tidak mendukung,
atau menyimpang dari pola umum.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu bersifat
deskriptif kualitatif, dimana penulis menjelaskan terlebih dahulu per-
masalahan yang terjadi menggunakan cara analisis data-data yang telah
didapat sehingga mendapatkan kesimpulan. kemudian disusun secara

runtut yang menghasilkan penelitian yang mudah dipahami orang lain.

L Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif (Syakir Media Press, Cetakan 1), Desember
2021, him 181



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Observasi Arsyad.net

Arsyad.net merupakan penyedia layanan internet berbasis Wi-Fi
yang berlokasi di Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten
Banyumas. Usaha ini dimiliki secara individu oleh Khoerulloh dan mulai
beroperasi sejak tahun 2019 dengan visi utama untuk mendukung konek-
tivitas digital masyarakat di wilayah tersebut. Arsyad.net dalam menjalan-
kan usahanya bermitra dengan PT Telkom Indonesia melalui perjanjian
kontrak. Bentuk kerjasama ini memberikan dasar hukum sekaligus
dukungan teknis yang memungkinkan Arsyad.net menyediakan layanan in-
ternet di Desa Pancasan, Ajibarang, Banyumas. Layanan ini dipasarkan
secara sederhana melalui metode dari mulut ke mulut, memungkinkan hub-
ungan yang lebih personal antara penyedia layanan dan pelanggan. Dengan
pendekatan ini, Arsyad.net dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat,
termasuk mereka yang berada di daerah terpencil yang sulit mendapatkan
akses internet.

Secara teknis, pemasangan wifi dilakukan melalui dua metode
utama yaitu melalui kabel dan perangkat pemancar wifi seperti modem. Sa-
lah satu fitur unggulan dari layanan ini adalah kehadiran platform web khu-
sus yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mengelola kon-
eksi internet mereka. Melalui platform ini, pelanggan dapat mengganti kata

sandi wifi secara mandiri, memantau perangkat mana saja yang terhubung

58
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ke jaringan, serta melakukan pengaturan tambahan untuk meningkatkan
keamanan dan kenyamanan penggunaan. Platform ini juga dilengkapi
dengan fitur notifikasi jika ada perangkat yang mencurigakan terhubung,
memberikan lapisan keamanan tambahan kepada pengguna.

Cara kerja layanan ini cukup sederhana. Setelah pengguna
mendaftar dan memilih paket layanan yang sesuai dengan kebutuhan
mereka, tim teknis dari Arsyad.net akan melakukan instalasi perangkat di
lokasi pelanggan. Proses instalasi melibatkan pemasangan kabel atau
penempatan modem pada lokasi strategis untuk memastikan jangkauan
sinyal yang optimal. Setelah instalasi selesai, pelanggan akan diberikan
akses ke platform web untuk mengelola jaringan mereka. Keberadaan
Arsyad.net tidak hanya bertujuan untuk memberikan kemudahan akses in-
ternet, tetapi juga untuk mendukung aktivitas pendidikan, pekerjaan, dan
hiburan yang memanfaatkan teknologi digital. Hal ini selaras dengan tren
global yang menempatkan internet sebagai kebutuhan dasar dalam ke-
hidupan modern.’

Seiring dengan perkembangan usahanya, Arsyad.net telah
menghadapi berbagai tantangan, termasuk memastikan stabilitas jaringan,
menangani keluhan pelanggan, dan menjaga kepercayaan masyarakat ter-
hadap kualitas layanan yang diberikan. Namun, dengan pendekatan yang
fokus pada kebutuhan pelanggan serta fleksibilitas dalam penyediaan

layanan, Arsyad.net terus berupaya untuk memperluas jangkauan dan

2 Khoerulloh (Pemilik Arsyad.net), Wawancara ada 16 September 2024
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meningkatkan kualitas layanan, menjadikannya sebagai salah satu pilihan

utama penyedia internet lokal di Desa Pancasan dan sekitarnya.

Arsyad.net menawarkan layanan internet dengan kecepatan yang
bervariasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda, mulai dari
10 Mbps hingga 30 Mbps. Setiap pelanggan atau perangkat minimal
mendapatkan alokasi kecepatan sebesar 2 Mbps, yang dapat diakses tanpa
batasan kuota (unlimited). Untuk memberikan fleksibilitas kepada pelang-
gannya, Arsyad.net menyediakan tiga pilihan paket utama yaitu Paket A
dengan kecepatan 10 Mbps seharga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
per bulan yang optimal untuk 5-8 pengguna, Paket B dengan kecepatan 15
Mbps seharga Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
yang ideal untuk 10-12 pengguna, dan Paket C dengan kecepatan 25 Mbps
seharga Rp 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan
yang mampu mendukung 15-20 pengguna secara stabil. Variasi ini
memungkinkan pelanggan memilih paket yang paling sesuai dengan kebu-
tuhan mereka, baik untuk penggunaan pribadi maupun keluarga. Proses pen-
daftaran pelanggan dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui
aplikasi whatsapp. Setelah pendaftaran, instalasi dilakukan oleh teknisi
yang akan memasang perangkat di rumah pelanggan dengan biaya pemasan-

gan yang relatif terjangkau. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan
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kemudahan bagi pelanggan baru sekaligus memastikan layanan dapat

digunakan dengan optimal sejak awal.”

Keunikan lain dari layanan Arsyad.net adalah fleksibilitasnya.
Layanan ini tidak bersifat mengikat, memberikan kebebasan kepada pelang-
gan untuk berhenti berlangganan kapan saja tanpa dikenakan denda. Pem-
bayaran hanya dilakukan di awal periode langganan, tanpa tambahan biaya,
dan pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang nyaman, baik me-
lalui transfer bank maupun penjemputan langsung oleh pihak Arsyad.net.
Untuk menjaga kelancaran layanan, batas waktu pembayaran ditetapkan
pada tanggal 20 setiap bulannya. Jika terjadi keterlambatan pembayaran,
layanan akan dinonaktifkan secara otomatis, namun tanpa pemberlakuan
denda. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Arsyad.net untuk mem-
berikan layanan yang transparan dan terjangkau, sekaligus mendorong
pelanggan untuk tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
Selain itu, Layanan pengaduan di Arsyad.net dapat dilakukan dengan mu-
dah melalui whatsapp, yang memungkinkan pelanggan untuk melaporkan
masalah teknis atau kendala yang dihadapi. Namun, penanganan masalah
tersebut terkadang baru dapat dilakukan pada siang atau sore hari setelah
pengaduan masuk. Hal ini disebabkan oleh Arsyad.net tidak dapat me-
nangani secara langsung karena teknisi yang bekerja sama dengan PT
Telkom Indonesia, sehingga beberapa permasalahan teknis tidak bisa sepe-

nuhnya ditangani oleh pihak Arsyad.net secara mandiri. Untuk itu, pihak

3 Khoerulloh (Pemilik Arsyad.net), Wawancara pada 16 September 2024
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Arsyad.net berusaha memberikan solusi terbaik meskipun ada keterbatasan

dalam hal waktu respons dan sumber daya yang tersedia.”

Arsyad.net memiliki kebijakan kompensasi bagi pelanggan yang
mengalami gangguan layanan lebih dari 4 hari, di mana pelanggan berhak
mendapatkan kompensasi antara Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)
hingga Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tergantung pada lamanya
gangguan yang dialami. Namun, apabila gangguan tersebut berlangsung ku-
rang dari 4 hari, pelanggan tidak diberikan kompensasi. Kebijakan ini
menunjukkan upaya Arsyad.net untuk menjaga hubungan baik dengan kon-
sumen dan memastikan bahwa pelanggan tidak merasa dirugikan jika terjadi
masalah dengan layanan internet. Meski demikian, komitmen untuk mem-
berikan kompensasi hanya pada gangguan yang berlangsung lebih dari 4
hari dapat menjadi perhatian, terutama bagi pelanggan yang sering men-

galami gangguan meskipun dalam durasi yang lebih singkat.

Selain itu, perjanjian dengan pelanggan dilakukan secara lisan, yang
mencakup kesepakatan tentang kecepatan internet yang disediakan, kapasi-
tas pengguna yang dapat mengakses layanan, serta biaya layanan yang harus
dibayar oleh pelanggan. Meskipun perjanjian lisan ini diterima oleh seba-
gian besar pelanggan, namun keberadaan dokumen tertulis dapat mem-
berikan kepastian lebih bagi kedua belah pihak, baik bagi konsumen mau-

pun penyedia layanan. Dengan semakin berkembangnya usaha, hal ini

74 Khoerulloh (Pemilik Arsyad.net), Wawancara Pendahuluan pada 16 September 2024
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menjadi tantangan bagi Arsyad.net untuk menciptakan perjanjian yang lebih

formal guna menghindari potensi miskomunikasi di masa depan.

Saat ini, Arsyad.net memiliki sekitar 20 pelanggan yang tersebar di
wilayah Desa Pancasan. Meskipun telah membuat kebijakan yang bertujuan
untuk menjaga hak konsumen, beberapa pelanggan masih merasa kurang
puas dengan kualitas layanan yang diberikan, terutama terkait dengan ma-
salah kecepatan internet yang tidak selalu sesuai dengan yang dijanjikan.
Keluhan pelanggan ini menjadi tantangan bagi Arsyad.net untuk lebih fokus
pada peningkatan kualitas layanan, baik dari segi teknis maupun pelayanan
pelanggan. Untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis dan memenuhi ek-
spektasi masyarakat, Arsyad.net perlu terus berinovasi dan memperbaiki
manajemen operasionalnya, serta memastikan bahwa pelanggan mendapat-

kan layanan yang stabil dan memadai sesuai dengan kesepakatan.”

Berdasarkan wawancara dengan pelanggan Wi-Fi Arsyad.net Ibu
Rini, sering kali terjadi gangguan sinyal yang datang secara mendadak tanpa
adanya pemberitahuan sebelumnya. Kondisi ini tidak hanya mengganggu
kenyamanan, tetapi juga menghambat aktivitas yang membutuhkan koneksi
internet, seperti bekerja, belajar, atau berkomunikasi. Gangguan tersebut
sering kali berlangsung cukup lama, sehingga berdampak pada produktivi-
tasnya. Ketiadaan informasi atau pemberitahuan terkait penyebab gangguan

dan estimasi perbaikan menambah kecewa pengguna, yang mengharapkan

5 Khoerulloh (Pemilik Arsyad.net), Wawancara pada 16 September 2024
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layanan lebih responsif dan proaktif dalam menangani masalah ini. Situasi
ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam sistem komunikasi antara
penyedia layanan dan konsumennya untuk meminimalkan dampak

gangguan terhadap kegiatan sehari-hari.”®

Pada wawancara kepada Ibu Siswanti, ditemukan bahwa ia sering
menghadapi gangguan sinyal yang lambat meskipun telah berlangganan pa-
ket internet 25 Mbps dengan biaya Rp 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah) per bulan. Paket ini dipilih dengan harapan dapat memen-
uhi kebutuhan internetnya yang cepat dan stabil. Namun, kenyataannya, ke-
cepatan internet yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi, bahkan
setelah beberapa waktu gangguan tersebut tetap terjadi tanpa perubahan sig-
nifikan. Akibat dari ketidakpuasan ini, Ibu Siswanti memutuskan untuk
menurunkan langganannya ke paket yang lebih terjangkau, yaitu Rp
200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan kecepatan 10 Mbps. la
merasa tidak ada perbedaan berarti antara performa paket dengan kecepatan
lebih tinggi dan paket dengan kecepatan lebih rendah, sehingga memilih un-
tuk mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas layanan yang

sama-sama mengecewakan.”’

Hal serupa juga dialami oleh Ibu Parni, pelanggan lainnya, yang
mengeluhkan masalah koneksi WiFi di rumahnya. la kerap mengalami

sinyal lambat dan koneksi yang sering putus-putus, meskipun menggunakan

76 Ibu Rini, Wawancara pada September 2024
" Ibu Siswanti, Wawancara pada September 2024
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layanan internet secara rutin. Masalah ini membuat aktivitas sehari-hari
yang bergantung pada internet, seperti bekerja, belajar, atau mengakses in-
formasi, menjadi terhambat. Keluhan seperti ini menunjukkan adanya ketid-
akpuasan yang meluas di kalangan pelanggan Arsyad.net, yang disebabkan
oleh kualitas layanan yang tidak konsisten dan kurangnya solusi efektif dari

pihak penyedia layanan.”

Dalam wawancara dengan Ibu Marni, ia mengeluhkan bahwa kon-
eksi internet yang digunakan sering kali terputus secara tiba-tiba tanpa pem-
beritahuan. Selain itu, ia juga menyoroti ketidakstabilan kecepatan internet
yang cenderung menurun drastis, terutama pada jam-jam sibuk. Ketid-
akstabilan ini membuatnya kesulitan menyelesaikan berbagai aktivitas
online, seperti bekerja, berkomunikasi, atau sekadar mengakses informasi.
Gangguan ini tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga memen-
garuhi produktivitas harian Ibu Marni secara signifikan. la juga berbagi pen-
galaman ketika jaringan Wi-Fi yang ia gunakan tidak dapat diakses selama
lima hari berturut-turut. Meskipun sudah melakukan pengaduan ke pihak
Arsyad.net, respons yang diterima sangat lambat, dan masalah tersebut baru
ditangani setelah waktu yang cukup lama. Lebih lanjut, Ibu Marni merasa
kecewa karena meskipun kebijakan Arsyad.net menyatakan bahwa pelang-
gan yang mengalami gangguan lebih dari empat hari berhak mendapatkan
kompensasi, hal itu tidak ia terima. Situasi ini tidak hanya menimbulkan

ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan, tetapi juga mengurangi

8 |bu Parni, Wawancara pada September 2024
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tingkat kepercayaan terhadap komitmen Arsyad.net dalam memenuhi hak-
hak pelanggannya. Kondisi seperti ini mencerminkan perlunya perbaikan
mendesak dalam sistem manajemen keluhan dan pemberian kompensasi
agar pengalaman pelanggan dapat ditingkatkan.”

. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Wi-Fi

Arsyad.Net

Perlindungan hukum konsumen merupakan upaya yang dilakukan
untuk menjamin hak-hak konsumen agar terlindungi dari praktik-praktik
yang merugikan dalam transaksi barang dan/atau jasa. Menurut Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kon-
sumen (UUPK), perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang di-
perkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku
usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak kon-

sumen.8°

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “kon-
sumen’ sebagai definisi yuridis normal ditemukan pada UU Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), UUPK menyatkan, kon-

sumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia

9 lbu Marni, Wawancara pada September 2024
8 Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Visimedia, 2008), him 4
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dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pelanggan,
ditemukan beberapa permasalahan mendasar seperti ketidakstabilan kon-
eksi internet, layanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, serta lam-
batnya penanganan keluhan teknis. Dalam perspektif hukum positif, perlin-
dungan konsumen dijamin melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak mendapatkan kenya-
manan, keamanan, dan informasi yang jelas mengenai layanan yang
diterima. Namun, Arsyad.net hanya membuat perjanjian lisan tanpa adanya
dokumen tertulis. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan
dapat menyebabkan kesalahpahaman antara penyedia layanan dan kon-

sumen.

Perjanjian lisan dalam transaksi layanan internet dapat men-
imbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Tanpa dokumentasi tertu-
lis, sulit bagi konsumen untuk membuktikan kesepakatan yang telah dibuat,
terutama jika terjadi permasalahan mengenai kualitas layanan atau
kewajiban penyedia layanan. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat sahnya suatu perjanjian meliputi
adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu

hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian lisan dapat memenuhi
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unsur-unsur tersebut, namun dalam praktiknya, perjanjian tertulis lebih dis-

arankan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.8!

Selain itu, ketidakstabilan koneksi internet yang dialami pelanggan
menunjukkan adanya masalah dalam kualitas layanan yang diberikan oleh
Arsyad.net. Kualitas layanan yang buruk dapat menyebabkan ketidakpua-
san pelanggan dan berpotensi melanggar hak konsumen atas kenyamanan
dan keamanan dalam menggunakan layanan. Penelitian mengenai kualitas
layanan jaringan internet menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ke-
cepatan akses, stabilitas koneksi, dan respons penyedia layanan sangat
mempengaruhi kepuasan pelanggan. Lambatnya penanganan keluhan teknis
juga menjadi masalah signifikan. Dalam era digital, konsumen mengharap-
kan respons yang cepat dan efektif terhadap masalah yang mereka hadapi.
Penelitian mengenai penanganan keluhan konsumen menunjukkan bahwa
respons yang cepat dan solusi yang efektif dapat meningkatkan kepuasan

pelanggan dan membangun loyalitas.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK). Fokus perlindungan ini bertujuan memastikan hak-hak
konsumen terpenuhi dan tidak terjadi kerugian akibat layanan yang tidak

sesuai dengan perjanjian. Hak-hak konsumen menurut pasal 4 yaitu:®?

81 Adisya Frandika, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli
Melalui Internet (E-Commerce), Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, 2021. HIm 14

82 Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakartya:
Lembaga Fatimah Azzahrah: Cet-1), Agustus 2022, him 53



69

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkon-
sumsi barang dan/atau jasa
Konsumen Wi-Fi Arsyad.net berhak mendapatkan layanan yang
nyaman dan aman sesuai dengan paket yang ditawarkan. Namun, ber-
dasarkan observasi, beberapa pelanggan merasa kecewa karena koneksi
sering tidak stabil, terputus, dan kecepatan tidak sesuai paket yang
dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa hak konsumen atas kenyamanan
belum sepenuhnya terpenuhi.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan sesuai
dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan
Arsyad.net menawarkan beberapa paket kecepatan internet, na-
mun ketidaksesuaian antara janji kecepatan dan kenyataan dapat me-
langgar hak ini. Konsumen membayar berdasarkan paket tertentu tetapi
tidak selalu menerima layanan sesuai janji, sehingga hak mereka untuk
mendapatkan nilai yang sepadan terabaikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang/jasa
Perjanjian antara Arsyad.net dan pelanggan dilakukan secara
lisan, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan informasi. Kon-
sumen berhak mendapatkan penjelasan tertulis yang rinci mengenai
layanan, termasuk kompensasi atas gangguan. Tanpa dokumentasi ter-

tulis, konsumen kesulitan menuntut hak mereka jika terjadi pelanggaran.
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4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang
digunakan
Arsyad.net menyediakan layanan pengaduan melalui whatsapp,
tetapi respon terhadap keluhan teknis sering kali lambat karena
keterbatasan sumber daya. Lambatnya penanganan gangguan ini me-
nyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan hak mereka untuk menyam-
paikan keluhan secara efektif belum sepenuhnya terpenuhi.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian
sengketa
Jika pelanggan mengalami kerugian akibat layanan, mereka ber-
hak mendapatkan penyelesaian yang adil. Arsyad.net menetapkan ke-
bijakan kompensasi untuk gangguan selama 4-7 hari. Namun, ada
pelanggan mengaku tidak menerima kompensasi tersebut, sehingga per-
lindungan konsumen masih perlu ditingkatkan.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
Arsyad.net telah memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan
pembinaan dan pendidikan konsumen dengan menyediakan informasi
yang edukatif dan bermanfaat terkait produk atau layanan yang ditawar-
kan, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat berdasar-
kan pengetahuan yang memadai. Namun, upaya ini masih dapat diting-
katkan lebih lanjut melalui penyediaan materi edukasi yang lebih men-
dalam, interaktif, dan berkelanjutan guna memastikan konsumen lebih

terinformasi dan mengambil Keputusan yang tepat.
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7. Hak untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif

Kebijakan Arsyad.net memberikan fleksibilitas dalam pem-
bayaran tanpa denda, yang menunjukkan perlakuan yang relatif adil. Na-
mun, permasalahan seperti keterlambatan penanganan keluhan dapat
menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian pelanggan, sehingga penye-

dia layanan perlu meningkatkan keadilan dalam pelayanan.®

Hak-hak konsumen Wi-Fi Arsyad.net sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 UUPK belum sepenuhnya terpenuhi. Ketidaksesuaian kecepatan
layanan, keterlambatan penanganan gangguan, dan ketiadaan perjanjian ter-
tulis menjadi permasalahan utama. Untuk meningkatkan perlindungan kon-
sumen, Arsyad.net perlu memastikan layanan berkualitas, memberikan in-
formasi yang jelas, dan menyediakan mekanisme penyelesaian masalah

yang lebih efektif.

Pada penerapan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 Un-
dang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Da-
lam hal ini, Arsyad.net sebagai penyedia layanan Wi-Fi harus beritikad baik
dalam menjalankan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kualitas layanan yang ditawarkan. Hal ini penting,
mengingat konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat
terkait layanan yang mereka pilih, seperti kecepatan internet dan kapasitas

pengguna. Arsyad.net wajib memperlakukan konsumen dengan cara yang

8 Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakartya:
Lembaga Fatimah Azzahrah: Cet-1), Agustus 2022, him 53
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benar dan tidak diskriminatif serta menjaga kualitas layanan yang sesuai
dengan standar yang dijanjikan, termasuk memberikan kesempatan kepada
konsumen untuk menguji layanan sebelum berlangganan. Dalam hal terjadi
gangguan layanan, Arsyad.net telah menetapkan kebijakan kompensasi bagi
konsumen yang terdampak, meskipun ada ketentuan mengenai durasi
gangguan yang berpengaruh terhadap pemberian kompensasi. Hal ini
menunjukkan bahwa Arsyad.net sudah memenuhi kewajiban untuk mem-
berikan kompensasi jika layanan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, mes-
kipun penerapan kebijakan tersebut masih dapat diperbaiki agar lebih adil

bagi konsumen.?

Namun, di sisi lain, perjanjian lisan yang diterapkan oleh Arsyad.net
dalam transaksi dengan pelanggan dapat memunculkan potensi ketidakpas-
tian, yang seharusnya dapat diatasi dengan adanya perjanjian tertulis untuk
menjamin hak-hak konsumen lebih jelas. Jika merujuk pada kewajiban
pelaku usaha, seperti yang diatur dalam Pasal 7, Arsyad.net perlu memasti-
kan bahwa semua perjanjian dengan konsumen tercatat secara formal, yang
akan membantu kedua belah pihak dalam menjaga kejelasan hak dan

kewajiban mereka, serta mengurangi potensi sengketa di masa depan.®

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen,

Arsyad.net perlu mempertimbangkan untuk membuat perjanjian tertulis

84 Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakartya:
Lembaga Fatimah Azzahrah: Cet-1), Agustus 2022, him 17

8 Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakartya:
Lembaga Fatimah Azzahrah: Cet-1), Agustus 2022, him 17
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yang jelas dan transparan dengan pelanggan. Perjanjian tertulis dapat men-
jadi bukti yang sah dalam hal terjadi sengketa dan memberikan kepastian
hukum bagi kedua belah pihak. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dan
penanganan keluhan yang cepat dan efektif akan meningkatkan kepuasan
pelanggan dan mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat sejumlah
asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum
kepada konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian
hukum. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
secara keseluruhan. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh
rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan, dimaksudkan
untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku
usaha dalam arti material dan spiritual. Asas keamanan dan kesehatan kon-
sumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan
jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Kemudian asas kepastian hukum di-

maksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan
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memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen,

serta negara menjamin kepastian hukum.8®

Berdasarkan analisis terhadap Arsyad.net, layanan Wi-Fi ini mem-
berikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Pancasan melalui penyediaan
akses internet yang terjangkau, mendukung aktivitas pendidikan, pekerjaan,
dan hiburan berbasis digital. Namun, manfaat tersebut belum optimal karena
adanya permasalahan seperti kecepatan internet yang tidak konsisten dan
lambatnya penanganan keluhan pelanggan. Dalam kaitannya dengan asas
keadilan, kebijakan tanpa denda bagi konsumen yang terlambat membayar
memberikan kemudahan, tetapi keadilan belum sepenuhnya tercapai karena
gangguan layanan di bawah empat hari tidak mendapatkan kompensasi,
meskipun hal ini mempengaruhi hak konsumen. Selain itu, kebijakan per-
janjian lisan yang diterapkan menimbulkan ketidakseimbangan antara hak
dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, sehingga keberadaan kontrak

tertulis sangat penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang.

Dari sisi keamanan dan keselamatan konsumen, Arsyad.net perlu
memastikan stabilitas koneksi serta melindungi informasi pelanggan agar
konsumen merasa lebih aman menggunakan layanan tersebut. Gangguan
teknis yang sering terjadi menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur
dan respons teknis yang lebih cepat. Dalam hal kepastian hukum, ketergan-

tungan pada perjanjian lisan tanpa dukungan dokumentasi tertulis

8 Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja
Grafindo Persada,2008. him 29
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melemahkan posisi konsumen dan berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh
karena itu, dokumen tertulis yang transparan perlu diimplementasikan untuk
memberikan perlindungan hukum yang lebih baik sesuai dengan asas kepas-
tian hukum. Secara keseluruhan, Arsyad.net sudah berupaya memenuhi
asas-asas tersebut, tetapi masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki,
peningkatan layanan melalui implementasi asas-asas perlindungan kon-
sumen masih diperlukan untuk memenuhi ekspektasi pengguna dan men-
jaga kepercayaan publik.
C. Analisis Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian
integral dari prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam aktivitas muama-
lah. Islam memandang bahwa setiap bentuk transaksi harus dilandasi oleh
kejujuran, saling menghormati, dan keterbukaan antara pihak-pihak yang
terlibat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan
kewajiban yang adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kon-
sumen, sebagai pihak yang menggunakan barang atau jasa, memiliki hak
untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku
usaha.®” Sebaliknya, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan
informasi yang jelas, memastikan kualitas produk atau layanan, dan men-

jalankan transaksi dengan penuh tanggung jawab.

8 Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang
Nomor 8 Tahun 1999”, Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur, 2015, HIm
5. Diakses dari https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalius/article/download/267/237
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Prinsip keadilan dalam Islam tidak hanya mengatur aspek materi,
tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual dan moral. Setiap akad yang
dilakukan harus berdasarkan kesepakatan bersama, tanpa adanya unsur
paksaan atau penipuan. Dengan demikian, transparansi menjadi salah satu
pilar utama dalam menjaga keadilan dalam transaksi. Selain itu, Islam juga
menganjurkan pelaku usaha untuk mengutamakan kesejahteraan umum
dengan memastikan produk atau jasa yang ditawarkan tidak hanya
menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi
masyarakat secara keseluruhan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam
transaksi ekonomi bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis
antara konsumen dan pelaku usaha. Hubungan yang didasarkan pada ke-
percayaan dan saling menghormati akan menciptakan keberkahan dalam
usaha serta mencegah konflik atau perselisihan di kemudian hari. Oleh ka-
rena itu, dalam hukum Islam, perlindungan konsumen tidak hanya dimaknai
sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konsumen, tetapi juga sebagai
wujud tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijunjung tinggi oleh

setiap pelaku usaha.®®

Dalam setiap aktivitas bisnis, terdapat hubungan saling ketergan-
tungan antara pelaku usaha dan konsumen yang berlandaskan kepentingan
bersama. Pelaku usaha berupaya meraih keuntungan atau laba sebagai im-

balan atas usaha dan sumber daya yang mereka investasikan, sementara

8 St Nur Syahidah Dzatun Nurain, “Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam: Studi Teks Al-

Qur’an dan Hadis”, Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA) Vol. 04, No. 1 Januari-Juni 2024,

him 37
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konsumen berharap mendapatkan kepuasan dari kebutuhan dan keinginan
mereka yang terpenuhi melalui produk atau jasa yang disediakan. Namun,
dinamika ini sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika ketid-
aksetaraan ekonomi dan sosial. Ketidaksetaraan ini menciptakan celah yang
merugikan, di mana masyarakat sebagai konsumen yang jumlahnya jauh
lebih banyak menjadi pihak yang paling terdampak oleh praktik-praktik

bisnis yang tidak adil.

Dalam hal ini, kesenjangan antara pelaku usaha dan konsumen men-
jadi semakin nyata. Konsumen sering kali berada di posisi yang lebih rentan
akibat kurangnya daya tawar, akses informasi yang terbatas, serta ketidakta-
huan akan hak-hak mereka. Hal ini membuat mereka lebih mudah diek-
sploitasi oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan sosial dan ekonomi
lebih besar. Eksploitasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pena-
waran produk dengan kualitas rendah, harga yang tidak wajar, hingga infor-
masi yang menyesatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencip-
takan perlindungan yang kuat bagi konsumen, yang tidak hanya bertujuan
untuk melindungi mereka dari praktik-praktik yang merugikan, tetapi juga

untuk memberdayakan mereka agar lebih berdaya dalam hubungan bisnis.&

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan konsumen erat kai-
tannya dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kejujuran dalam

transaksi, yang bertujuan menciptakan harmoni dan keadilan antara para

8 Hotman dan wiwik, “Perlindungan Konsumen Perpeektif Hukum Ekonomi Syari“ah,
jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah”, Vol. 1, No. 1, 2021, him. 7. Diakses dari https://e-journal.ejour-
nal.metrouniv.ac.id/muamalah/article/view/3477
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pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam teori zjarah, yang
menekankan akad sewa-menyewa untuk pemanfaatan barang atau jasa
tanpa memindahkan kepemilikan. Secara umum, 7jarah dalam hukum Islam
diartikan sebagai akad sewa-menyewa yang berfokus pada pemindahan
manfaat suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan tertentu,
tanpa adanya perubahan kepemilikan atas barang tersebut. Konsep ini
menekankan bahwa manfaat dari barang atau jasa yang disewakan harus
jelas dan dapat digunakan oleh pihak penyewa selama periode yang telah
disepakati. Dalam jjarah, hubungan antara penyewa dan penyedia jasa dia-
tur oleh prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama, yang ber-
tujuan untuk menciptakan transaksi yang saling menguntungkan dan

menghindari perselisihan.*

Dalam hal ini, Arsyad.net sebagai penyedia layanan internet mena-
warkan manfaat berupa akses internet kepada konsumennya. Konsumen, se-
bagai pihak penyewa, membayar imbalan atau ujrah dalam bentuk biaya
langganan sesuai paket yang disepakati. Hal ini mencerminkan implemen-
tasi prinsip ijarah, di mana manfaat layanan (akses internet) menjadi objek
akad, sedangkan biaya langganan merupakan imbalan yang wajib dibayar-
kan oleh konsumen. Adapun dalam akad ini, terdapat beberapa elemen
utama yang mendasari hak dan kewajiban para pihak yaitu, objek akad da-

lam kasus ini adalah akses internet yang disediakan oleh Arsyad.net, yang

% Tehuayo, “Sewa Menyewa (7jaral) Dalam Sistem Perbankan Syariah” Tahkim, Vol.
XIV No. 1, Juni 2018, hal 87. Diakses dari https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/arti-
cle/view/576
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harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, seperti kecepatan in-
ternet dan kapasitas pengguna yang dapat dilayani. Penyedia wajib menjaga
agar manfaat layanan ini tetap optimal selama masa berlangganan. Kon-
sumen wajib membayar biaya langganan secara tepat waktu sesuai dengan
kesepakatan. Besaran ujrah ditentukan berdasarkan jenis paket layanan yang
dipilih, seperti kecepatan internet dan jumlah penggunanya. Penyedia
layanan memiliki kewajiban untuk memastikan kualitas layanan tetap stabil
dan sesuai dengan janji, misalnya menjaga kecepatan dan koneksi internet
yang sesuai dengan spesifikasi paket. Di sisi lain, konsumen memiliki hak
untuk menikmati manfaat layanan tersebut tanpa gangguan serta berhak

mengajukan komplain jika kualitas layanan tidak terpenuhi.

Prinsip z7arah menuntut transparansi dan akuntabilitas dari kedua be-
lah pihak. Penyedia layanan harus memberikan informasi yang jelas tentang
manfaat layanan dan batasannya, sementara konsumen wajib mematuhi ke-
tentuan pembayaran dan penggunaan layanan.®* Dengan demikian, hub-
ungan antara Arsyad.net dan konsumennya dapat terjalin dalam kerangka
hukum Islam yang mengedepankan keadilan, saling percaya, dan kesepaka-

tan yang saling menguntungkan.

Dalam jjarah, pihak penyedia layanan berkewajiban untuk mem-
berikan manfaat sesuai dengan yang diperjanjikan, baik dari segi kualitas

maupun kontinuitas layanan. Hal ini menjadi dasar bagi konsumen untuk

%1 Indah Puspita Sari, DKK. Mekanisme ljarah dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Kead-
ilan, dan Implikasi Hukum, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8 Nomor 3 Tahun 2024
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memperoleh hak mereka secara adil. Namun, berdasarkan penelitian ter-
hadap layanan Wi-Fi Arsyad.net, ditemukan beberapa kendala dalam per-
lindungan konsumen, seperti ketidaksesuaian antara kualitas layanan yang
diberikan dengan perjanjian awal serta kurangnya kejelasan dan konsistensi

dalam pemberian kompensasi terhadap gangguan teknis.

Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa hak konsumen, se-
bagaimana diatur dalam prinsip khiyar dalam hukum Islam, belum sepe-
nuhnya terpenuhi. Prinsip khiyar memberikan hak kepada konsumen untuk
membatalkan akad jika manfaat yang dijanjikan tidak terealisasi. Dalam hal
ini, ketidakpuasan konsumen terhadap kualitas layanan atau kegagalan me-
menuhi ekspektasi yang dijanjikan dapat dianggap sebagai bentuk pelang-
garan terhadap akad 7iarah. Oleh sebab itu, penerapan teori ijarah dan
khiyar tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum untuk melindungi
konsumen, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa penye-
dia layanan mematuhi tanggung jawab mereka dengan transparansi dan

akuntabilitas.®?

Salah satu prinsip utama dalam transaksi jual beli menurut syariat
Islam adalah memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk menentukan
apakah ingin melanjutkan atau membatalkan transaksi. Hak ini dikenal se-
bagai khiyar. Tujuan utama dari pemberian hak khiyar adalah menciptakan

kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi, memelihara

92 Orin Oktasari, Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online, Jurnal Aghinya
Stiesnu Bengkulu, VVolume 4, 2021
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hubungan baik, dan mempererat rasa kasih sayang di antara sesama manu-
sia. Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin merasa menyesal setelah
membeli suatu barang. Tanpa adanya hak k#iyar, hal ini dapat memicu rasa
tidak puas, kemarahan, kedengkian, bahkan perselisihan yang dilarang oleh
agama. Hak khiyar ini ditetapkan oleh syariat sebagai bentuk perlindungan
agar manusia terhindar dari kerugian moral maupun material, sekaligus un-
tuk menjamin keselamatan, kedamaian, serta keharmonisan dalam hub-

ungan sosial.*

Dalam konteks layanan Wi-Fi Arsyad.net, penerapan konsep khiyar
dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan konsumen. Pelanggan mem-
iliki hak untuk memutuskan melanjutkan atau menghentikan langganan jika
kualitas layanan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, seperti kecepatan in-
ternet yang tidak stabil atau gangguan teknis yang berkepanjangan tanpa
solusi yang memadai. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yang men-
gutamakan kerelaan dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam setiap akad

atau perjanjian.

Dalam Islam, konsumen memiliki hak-hak yang harus terpenuhi,
hak ini disebut dengan hak k#Aiyar. Konsumen memiliki berbagai hak yang
harus dijamin untuk memastikan mereka tidak mengalami kerugian dalam
penggunaan barang atau jasa. Pertama, penting bagi konsumen untuk

mendapatkan informasi transparan tentang risiko yang mungkin timbul dari

9 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam
Berekonomi), Bandung: CV.Diponegoro, 1992, him. 101.
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barang atau jasa yang mereka gunakan, sehingga mereka dapat meminimal-
kan potensi kerugian. Kedua, konsumen memiliki hak atas informasi yang
akurat dan rinci mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Informasi ini
mencakup detail seperti spesifikasi, manfaat, risiko, serta kondisi
penggunaan, yang memungkinkan konsumen membuat keputusan yang
lebih terinformasi. Ketiga, konsumen berhak atas kebebasan memilih ba-
rang atau jasa yang mereka perlukan tanpa tekanan atau paksaan, sesuai
dengan kecenderungan manusia untuk memilih berdasarkan preferensi dan
kebutuhan individu. Keempat, konsumen memiliki hak untuk didengar. Ini
berarti bahwa dalam situasi keluhan atau insiden yang tidak terduga, kon-
sumen dapat menyampaikan ketidakpuasan mereka kepada pelaku usaha.
Hak ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang sehat antara kon-
sumen dan produsen, sehingga perbaikan dapat dilakukan. Kelima, kon-
sumen berhak atas pelayanan yang tepat, jujur, dan tidak diskriminatif. Prin-
sip ini menegaskan bahwa setiap konsumen harus mendapatkan layanan
yang maksimal, sehingga tercipta kepuasan yang saling menguntungkan.
Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya memenuhi kewajiban mereka,

tetapi juga membantu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan.®*

Dalam hak menerima informasi, hal ini bisa disampaikan secara
langsung maupun tidak langsung, baik melalui iklan yang dibuat oleh pro-

dusen atau pengusaha maupun dengan menampilkannya pada label yang

% Hotman dan wiwik, Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah,
Jjurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, Vol. 1, No. 1, 2021, him. 7. Diakses dari https://e-journal.ejour-
nal.metrouniv.ac.id/muamalah/article/view
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melekat pada kemasan barang. Pada layanan Arsyad.net, informasi yang
disampaikan kepada konsumen mencakup detail mengenai kecepatan inter-
net, kapasitas pengguna, dan biaya langganan yang harus dibayarkan. Infor-
masi ini diharapkan menjadi pedoman bagi konsumen dalam memilih paket
layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, dalam praktiknya,
seringkali terdapat ketidaksesuaian antara informasi yang dijanjikan dengan
kondisi sebenarnya. Misalnya, kecepatan internet yang diterima konsumen
tidak selalu mencapai angka yang dijanjikan, atau kapasitas pengguna yang
disarankan tidak mencerminkan performa layanan saat digunakan. Ketid-
aksesuaian ini menyebabkan hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi
yang jelas, jujur, dan tepat, tidak sepenuhnya terpenuhi. Akibatnya, kon-
sumen merasa dirugikan dan kepercayaan terhadap penyedia layanan berku-
rang. Untuk itu, penting bagi Arsyad.net untuk memperbaiki transparansi
informasi dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan apa
yang telah disampaikan kepada konsumen. Hal ini tidak hanya untuk me-
menuhi kewajiban hukum tetapi juga untuk membangun hubungan yang

lebih baik dengan pelanggan.

Layanan Wi-Fi Arsyad.net di Desa Pancasan, Ajibarang, menc-
erminkan hubungan bisnis yang melibatkan hak dan kewajiban kedua pihak
penyedia layanan dan konsumen. Dalam hukum Islam, transaksi seperti ini
diatur dengan beberapa prinsip utama seperti at-tauhid (keimanan kepada
Allah), al-amanah (kejujuran), ash-shiddiq (kejujuran), dan al-‘adl (keadi-

lan). Namun, berdasarkan analisis pada layanan Wi-Fi Arsyad.net ada
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beberapa isu terkait perlindungan konsumen yang belum sepenuhnya sesuai
dengan prinsip-prinsip ini. Misalnya, adanya keluhan konsumen mengenai
stabilitas jaringan, lambatnya respons teknis, dan kompensasi yang tidak
konsisten menunjukkan pelanggaran terhadap asas keamanan dan kepastian
hukum. Hukum Islam menganjurkan penggunaan prinsip khiyar, yaitu hak
konsumen untuk membatalkan atau melanjutkan akad jika layanan yang
diterima tidak sesuai. Penerapan prinsip ini pada layanan Wi-Fi Arsyad.net
dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi konsumen, memastikan
mereka terlindungi dari potensi kerugian. Selain itu, akad 7jarah (sewa-me-
nyewa) yang menjadi dasar hubungan penyedia layanan dan konsumen
menuntut adanya transparansi dan kesepakatan yang jelas, yang sayangnya
tidak tercermin dalam praktik perjanjian lisan yang dilakukan Arsyad.net.
Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen sesuai dengan hukum Islam,
perlu ada perbaikan dalam transparansi layanan, penanganan keluhan
teknis, serta konsistensi kompensasi. Hal ini sejalan dengan asas at-taradh
(kerelaan bersama) yang mendorong tercapainya keadilan dalam transaksi

bisnis.®®

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang dialami konsumen
akibat cacat produk atau penipuan merupakan tindakan yang tidak
dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran da-

lam transaksi muamalah. Islam mewajibkan pelaku usaha atau produsen

% Amanda tikha santriati, & Dwi runjani juwita. “Perlindungan Hak Konsumen dalam Per-
spektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Opinia
de journal, vol 2 no 2, him 40. Diakses dari Https://doi.org/10.35888/opinia.v2i2.30
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untuk bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan.
Konsep tanggung jawab ini erat kaitannya dengan dhaman, yaitu kewajiban
mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh cacat atau ketidaksesuaian
produk dengan kesepakatan awal. Dalam hal ini, dhaman bertujuan untuk
melindungi hak-hak konsumen sekaligus memberikan efek jera kepada
pelaku usaha agar tidak lalai dalam menjaga kualitas produk yang ditawar-
kan.®® Dalam layanan Arsyad.net, penyedia berkomitmen memberikan
kompensasi sebesar Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp
50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada pelanggan yang mengalami
gangguan, kerusakan, atau kecacatan layanan internet. Kompensasi ini di-
janjikan untuk gangguan yang berlangsung lebih dari empat hari sebagai
bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kepuasan pelanggan. Namun,
terdapat keluhan dari salah satu konsumen yang menyatakan bahwa mereka
mengalami gangguan layanan selama lebih dari empat hari tetapi tidak
menerima kompensasi sebagaimana dijanjikan. Situasi ini menciptakan
ketidakpuasan dan menimbulkan persepsi bahwa Arsyad.net kurang trans-

paran atau konsisten dalam menjalankan kebijakan kompensasinya.

% Amanda tikha santriati, & Dwi runjani juwita. “Perlindungan Hak Konsumen dalam Per-
spektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999”, Opinia
de journal, vol 2 no 2, him 40. Diakses dari Https://doi.org/10.35888/opinia.v2i2.30



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis
tentang perlindungan konsumen pengguna Wi-Fi Arsyad.net perspektif

Hukum Islam, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan Wi-Fi
Arsyad.net di Desa Pancasan, Ajibarang, Banyumas belum sepenuhnya
terpenuhi, terutama dalam implementasi hak-hak konsumen yang dijamin
oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kon-
sumen. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kekurangan, seperti ketid-
akjelasan perjanjian layanan yang hanya dilakukan secara lisan, lambatnya
penanganan keluhan teknis, serta kompensasi yang tidak selalu diterapkan
dengan konsisten. Meski demikian, kebijakan yang memberikan fleksibil-
itas pembayaran tanpa denda dan kompensasi bagi pelanggan yang men-
galami gangguan menunjukkan upaya awal untuk melindungi konsumen,
meskipun belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan
perlindungan konsumen belum sepenuhnya terpenuhi oleh Arsyad.net, na-
mun dapat ditingkatkan dengan membuat perjanjian tertulis yang dapat
menjadi bukti yang sah dalam hal terjadi sengketa dan memberikan kepas-
tian hukum bagi kedua belah pihak.

2. Pandangan hukum islam pada perlindungan hukum terhadap konsumen

pada pengguna Wi-Fi Arsyad.net diterapkan melalui konsep 7jarah (akad

86
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sewa-menyewa) dan khAiyar (hak untuk memilih melanjutkan atau mem-
batalkan akad). Zjarah menegaskan perlunya manfaat yang jelas dari ba-
rang atau jasa yang disewa, sementara khiyar memberikan konsumen hak
untuk membatalkan akad jika layanan yang diberikan tidak sesuai kesepa-
katan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Arsyad.net telah
menetapkan kebijakan yang memperhatikan hak konsumen, implementasi
masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, kecepatan re-
spon terhadap keluhan, dan dokumentasi formal perjanjian. Penelitian ini
menunjukkan bahwa layanan Wi-Fi Arsyad.net telah berusaha
mengimplementasikan prinsip ijarah dalam hukum Islam, di mana manfaat
layanan (akses internet) menjadi objek akad, sedangkan biaya langganan
merupakan imbalan yang wajib dibayarkan oleh konsumen. Namun, ter-
dapat kendala dalam pelaksanaan, seperti ketidaksesuaian kualitas layanan
dengan perjanjian awal dan kurangnya kejelasan serta konsistensi dalam

pemberian kompensasi atas gangguan teknis.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa sa-

ran, antara lain:

1. Bagi konsumen diharapkan konsumen dapat lebih proaktif dalam memper-
luas pengetahuan mengenai produk yang digunakan dan mencari informasi
yang relevan. Konsumen juga perlu meningkatkan kesadaran terhadap hak-

haknya serta bersikap lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak tersebut,
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tidak hanya diam apabila mengalami kerugian terhadap dirinya sebagai kon-
sumen.

Bagi pihak Arsyad.net perlu meningkatkan kualitas layanannya, terutama
dalam stabilitas koneksi internet dan penanganan gangguan teknis. Meng-
ingat banyaknya keluhan dari pelanggan, penting bagi Arsyad.net untuk me-
nyediakan perjanjian tertulis yang transparan, sehingga dapat memberikan
kepastian hukum kepada konsumen. Selain itu, responsivitas dalam me-
nangani keluhan pelanggan harus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan
pelanggan. Memperhatikan hak-hak konsumen dan menerapkan prinsip-
prinsip keadilan dalam setiap transaksi akan menciptakan hubungan yang

harmonis antara penyedia layanan dan pelanggan.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk pemilik Wi-Fi Arsyad.net

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Apakah dalam menjalankan usaha Wi-Fi ada izin resminya?
Berapa pelanggan tetap yang berlangganan di Wi-Fi Arsyad.net?
Apakah ada batasan orang untuk berlangganan Wi-Fi Arsyad.net?
Berapa kecepatan yang didapatkan oleh pelanggan Wi-Fi
Arsyad.net?

Apa latar belakang terjadinya gangguan?

Mengapa pada saat terjadinya gangguan terjadi begitu lama?
Bagaimana cara untuk menangani keluhan konsumen?

Kapan didirikannya Wi-Fi Arsyad.net?

Apa faktor munculnya Wi-Fi Arsyad.net?

Tujuannya didirikan Arsyad.net?

Apakah ada kompensasi kepada pelanggan pada saat terjadinya
gangguan?

bagaimana strategi pemasaran Wi-Fi Arsyad.net?

Apa saja kelebihan yang dimiliki Wi-Fi Arsyad.net?

Apa saja kekurangan yang dirasakan oleh pemilik Wi-Fi

Arsyad.net?

B. Pertanyaan untuk pelanggan Wi-Fi Arsyad.net

1.

2.

Apakah saudara pelanggan Wi-Fi Arsyad.net?

Sudah berapa lama berlangganan Wi-Fi Arsyad.net?



3. Apakah ada perjanjian dalam transaksinya?

4. Dalam berlangganan menggunakan paket yang berapa?

5. Bagaimana layanan yang diberikan pada saat ingin berlangganan
Wi-Fi Arsyad.net?

6. Apa kelebihan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan
Wi-Fi Arsyad.net?

7. Apa kekurangan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan
Wi-Fi Arsyad.net?

8. Dengan adanya keluhan yang dirasakan, apakah sudah pernah
melakukan komplen dengan pemilik Wi-Fi Arsyad.net?

9. Setelah adanya gangguan, bagaimana layanan yang diberikan oleh
pemilik Wi-Fi Arsyad.net?

10. Apakah dijelaskan kecepatannya pada saat ingin berlangganan?

11. Apakah ada kompensasi setelah adanya gangguan?



Lampiran 2

LAMPIRAN

UserProfiles  Active Hosts IP Bindings ‘ Service Ports  Walled Garden Walled Garden IP List  Cookies .
+|=|[2]=] el [¥ IF
# | [MACAddress |Server Type Comment | v
0P 40EE150F.3289 _ether2 BLABUR GROUP bypassed YUNIATIN
[ 40EE150F5B:31  ADUNG. regular MOLAN
2P 0495E649F800 ether2 BLABUR GROUP  bypassed RUDI
3P 40EE15:18C2AD ether2 BLABUR GROUP  bypassed PARNI
4P 40EE1518C6:19  ether2 BLABUR GROUP  bypassed RINI
5P 40EE15:185E:B5 ether2 BLABUR GROUP  bypassed MARNI
6P 04.95E64D:8320 ether2 BLABUR GROUP  bypassed PATONAH
7P CC:2D:21:68:EF30 ether2 BLABUR GROUP  bypassed MAFELLA ASYIFA
8P 40EE150F4CFD ether2 BLABUR GROUP  bypassed MBANUR
9P €@ CC2D2168EF18 ether2BLABUR GROUP  bypassed JATAM
10P @ CC2D2168EF70 ether2 BLABUR GROUP  bypassed PAKUDIN
ne 9C5322E0F5.D5 ether2BLABUR GROUP  bypassed SISWANTI
2P 40EE15:0F5FB5 ether2 BLABUR GROUP  bypassed IBUMUT
13 CC:2D:21:43DF90 ether2 BLABUR GROUP  regular SANTO
4P 40EE15.0F50.F1  ether2BLABUR GROUP  bypassed WAR
15P 40EE150EC3A9 ether2 BLABUR GROUP  bypassed LA
16P 3C52A17F894B  ether2 BLABUR GROUP  bypassed LISA
17P 5091:E3.83B449 ether2 BLABUR GROUP  bypassed JESSICA
18P 40:AE30:3D:700D  ether3 JALURLOR bypassed ULYA
19P 40EE5.0F4A7D ether3 JALURLOR bypassed FIKRI
2P 40:AE30:3CE26F  ether3 JALURLOR bypassed SAKTI

Daftar Pelanggan Arsyad.net

Wawancara dengan pemilik Arsyad.net

Pancasan, 16 Sept 2024

Pemasangan Kabel Wi-Fi oleh Pemilik Arsyad.net
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WAWANCARA DENGAN PENGGUNA WI-FI ARSYAD.NET
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ALAT PEMANCAR WI-FI
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